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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal
264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2026;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5579);

(%)

Undang - undang Nomor 21 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Labuhanbatu di Provins: Sumatera Utara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024



Nomoe 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5941);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
RPJPD Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan
RPJPD, RPJMD Dan RKPD (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor
8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Labuhanbatu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN 2026.
BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah
Kabupaten Labuhanbatu.

3. ngjan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan Bappeda atau sebutan lain adalah unsur perencana



(1)

(1)

(2)

penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan
mengkoordinasikan, = menyinergikan dan  mengharmonisasikan
penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun
atau disebut dengan rencana pemerintah tahunan daerah.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu)
tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat
PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat Daerah
untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD
sebelum dibahas bersama dengan DPRD.

BABII
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan RKPD dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan dan
penganggaran tahunan daerah pada Tahun 2026.

Penyusunan RKPD Tahun 2026 bertujuan:

a. menciptakan kepastian kebijakan perencanaan pembangunan
daerah Tahun 2026;

b. merumuskan rancangan kerangka ekonomi daerah Tahun 2026;

c. merumuskan program prioritas pembangunan daerah;

d. memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah
dalam merumuskan dan menyusun perencanaan; dan

e. menyatukan tujuan kegiatan semua Perangkat Daerah melalui
penetapan target indikator kinerja dalam rangka pencapaian visi
dan misi pemerintah daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk
periode 1 (satu) tahun, yaitu Tahun Anggaran 2026 yang dimulai pada
tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas dan
strategi daerah, pembangunan daerah, rencana kerja yang terukur
dan pendanaan Tahun 2026, baik yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.



BAB 1V
SISTEMATIKA RKPD

Pasal 4

(1) Penjabaran RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) disusun dengan sistematika:

a. BAB | : PENDAHULUAN

b. BAB II :  GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

c. BAB 1II . KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

d. BABIV  : SASARAN DAN  PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH TAHUN 2026

e. BAB V :  RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

f. BAB VI . KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH

g. BABVII : PENUTUP

(2) Penjabaran RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RKPD

Pasal 5

Penyusunan RKPD Tahun 2026 mengacu pada arah kebijakan dan
sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2045,
rencana kerja pemerintah dan program strategis nasional.

Pasal 6

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai pedoman
bagi pemerintah daerah dalam penyusunan KUA, PPAS dan rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Pasal 7

Pelaksanaan lebih lanjut RKPD Tahun 2026 dijabarkan dalam Rencana
Kerja Perangkat Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2026.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 8 September 2025

BUPATI LABUHANBATU,
ttd

MAYA HASMITA
Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu
Nomeor 124 Tahun 2025
Tanggal : 8 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU,
ttd
HASAN HERI RAMBE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,

' )
EVBINA TINGKAT I
\P—%@{I( 4151997031005



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Pemerintah Daerah  (RKPD) Kabupaten
Labuhanbatu Tahun 2026 disusun berpedoman pada Dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja
Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat untuk pelaksanaan Tahun 2026 serta Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dan RPJMD Provinsi

Sumatera Utara.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mempunyai
kedudukan strategis yang memuat arah dan kebijakan pembangunan
daerah serta target capaian dan indikator pembangunan selama
setahun. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2026 dilaksanakan melalui
pendekatan : 1) Top-down, yaitu pendekatan yang memperhatikan
program-program prioritas dan kebijakan pemerintah pusat dan
daerah; 2) Bottom-up, yaitu pendekatan perencanaaan yang
mengakodomasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan
melalui Musrenbang; 3) Teknokratik, yaitu pendekatan perencanaan
yang mengedepankan pengetahuan, ilmu dan teknologi; 4) Politik, yaitu
pendekatan perencanaan yang mengakomodasi mengakomodasi pokok-
pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 5) Partisipatif, yaitu
pendekatan perencanaan yang mengakomodir hak masyarakat untuk
terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan

Daerah.

Kami ucapkan terimakasih dengan harapan dokumen ini dapat

dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Tim Penyusun

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, rencana kerja (renja) perangkat daerah memuat
program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai
indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap
perangkat daerah. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2026 yang selanjutnya
disebut RKPD Tahun 2026, merupakan dokumen
perencanaan pemerintah daerah tahun ke-dua pelaksanaan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029 Kabupaten Labuhanbatu. Oleh karena itu,
RKPD kabupaten disusun berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.
Selain itu, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Tahun 2026 baik dalam hal perencanaan,
penganggaran, pengendalian dan evaluasinya terintegrasi
dengan RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dimutakhirkan
terkahir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah, rancangan awal rencana kerja perangkat
daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode
satu tahun yang disusun berpedoman kepada rencana strategis
perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam
rangka penyusunan rancangan awal rencana kerja perangkat daerah,

perangkat daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi
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dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.

Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2026, yang dalam prosesnya
dimulai dengan rancangan awal RKPD Tahun 2026 dibuat lebih
implementatif melalui pendekatan top-down, bottom-up,
partisipatif, politik, dan teknokratik yang berorientasi Tematik,
Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2026 menjadi sangat
penting karena menjadi acuan dalam penyusunan Rencana
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Oleh karena itu,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam
penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran
Pendapatan Belanja.

Tahap penyusunan RKPD mengacu pada ketentuan yang
tercantum dalam pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 meliputi :

a. Persiapan penyusunan

b. Penyusunan rancangan awal RKPD

c. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
d. Penyusunan rancangan RKPD

e. Pelaksanaan musrenbang RKPD

f. Perumusan rancangan akhir RKPD

g. Penetapan RKPD

Secara diagramatis, skema alur penyusunan RKPD dapat dilihat

pada gambar 1.1. berikut ini.
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Gambar 1.1 Skema Alur Penyusunan RKPD

Secara umum, RKPD mempunyai kedudukan yang
strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
mengingat beberapa halsebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial
menjabarkan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Periode
Tahun 2025-2029;

2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program
dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh
perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja
Perangkat Daerah yang indikator kinerjanya dirumuskan
dengan prinsip spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan
dengan memperhatikan waktu yang ada;

3. RKPD merupakan acuan Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu dalam menentukan Kebijakan Umum APBD
dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara
melalui penganggaran berbasis kinerja dalam mewujudkan
kebijakan money follow program, yang selanjutnya
digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD;

4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi

terhadap pelaksanaan RKPD, dapat diketahui sejauh mana
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capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

hingga tahun berkenaan.

1.2 Dasar Hukum

Selain berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten, Rencana Kerja
Pemerintah (RKP), Program Strategis Nasional, dan pedoman
penyusunan RKPD, secara umum, penyusunan RKPD
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2026 juga merujuk pada

serangkaian peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesuia Tahun 20214
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
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Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587);

5. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Undang — Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (SPM); (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan
Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6633);
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 - 2029 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2025
tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan RANWAL RKPD PROVSU TAHUN 2026
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Repuplik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD); (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah
Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 10 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2026

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021sebagaiman telah diubah terakhir Nomor 900.1.15.5-1317
Tahun 2023;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 33);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2025 - 2045; (Lembaran Daerah Tahun
2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76);
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28. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2016
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Labuhanbatu Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Tahun 2016 Nomor 3);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Tahun 2019 Nomor 1).

30. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2021
tentang Inovasi Daerah  (Lembaran Daerah  Kabupaten
Labuhanbatu Tahun 2021 Nomor 2);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2021
tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten
Labuhanbatu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Tahun 2021 Nomor 3);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 8 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 Nomor 8).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan
pembangunan tahunan yang disusun dalam rangka menjamin
keterkaitan  konsistensi antara  perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan baik vertikal maupun horizontal.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi dasar penyusunan Rencana
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Kerja seluruh Perangkat Daerah, serta merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari tahapan penyusunan RAPBD. Oleh karena itu, RKPD
memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, baik
sebagai pengendali, output sinkronisasi, ataupun sebagai turunan dari
dokumen perencanaan lainnya.

Secara umum, hubungan antara RKPD dengan dokumen

lain yang relevan, disajikan dalam gambar berikut.

RENSTRA |Pedoman| RENIA |Pedoman RINCIAN
KL "KL > | RKA-KL APBN

F 3

PedomarT i Pemerintah
Pedorma diabarkan Pedorman Pusat

R o e o Pt R |y [ RAPEN ] pOEN

NASIONAL MASIONAL

diperhaﬁkaEn :| Diserasikan melalui MUSRENBANG-NAS/DA
) 4 oo h 4 \d Pedoman
RPIp  [200TEN ppyy | dijabarka KUA RAPBD —p| APED
DAERAH ™= DAERAH PPAS
Pemerintah
l Daerah
RENSTRA |Pedoman  REMJA Pedoman RKA — PENIABARAN
FD 4 PD 1* APED
_ UU SPPN ﬁ UU KN
Gambar 1.2 Hubungan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan

Lainnya

Mengacu pada Gambar 1.2 dapat diketahui bahwa secara rinci
hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran
lainnya, adalah sebagai berikut :

e RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah

kebijakan dalam RKP Nasional melalui mekanisme Musrenbang.

e RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJMD yang didalamnya

memuat arah pembangunan daerah.

e RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja PD yang
disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap Perangkat

Daerah.
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e RKPD nantinya dijabarkan ke dalam RAPBD dengan berpedoman
juga kepada Renja Perangkat Daerah.

Perlu dijelaskan bahwa rumusan isu, tujuan dan program dalam
RKPD harus sinkron dengan RPJMD sesuai dengan tahun pelaksanaan,
oleh karena itu KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) sebagai
dokumen yang terintegrasi dan sinkron dengan RPJMD, secara
langsung mempengaruhi rumusan isu, tujuan dan program dalam
RKPD. Selain itu, program dan kegaitan pada RKPD juga harus sejalan
dengan pola ruang dan struktur ruang yang ditetapkan dalam RTRW
khususnya pada Kawasan startegis, Kawasan lindung, Kawasan rawan
bencana, dan lain-lain.

Penyusunan RKPD berpedoman pada RPJMD, program strategis
nasional yang ditetapkan pemerintah pusat, dan RKPD provinsi.
Selanjutnya RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan
Kebijakan Umum APBD, rancangan PPAS, serta menjadi pedoman
dalam proses penyusunan Rancangan APBD. Dokumen RKPD juga
menjadi acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyempurnakan
rancangan Renja PD. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara
simultan dan bersinergi dengan proses penyusunan Renja PD.

Selain itu kedudukan RKPD tidak dapat dipisahkan dari
dokumen perencanaan tata ruang wilayah. Kedudukan RKPD
Kabupaten Labuhanbatu secara lebih jelas dapat dilihat sebagai
berikut :
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\ RPJPD ]—»[ RPD ]—;[ RKPD A DPA
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Gambar 1.3 Kedudukan RKPD Dengan Dokumen Perencaan
Lainnya

1.4 Maksud dan Tujuan

RKPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2026 disusun
dengan maksud menentukan arah kebijakan pembangunan
dan prioritas pembangunan daerah tahun 2026. Adapun
tujuannya adalah:

1. Memberikan landasan operasional dan pedoman
penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja)
Tahun 2026;

2. Menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan
Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) dalam penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD)
Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2026;

3. Menjadi acuan penyelarasan prioritas pembangunan
provinsi dengan nasional dan antara provinsi dengan
kabupaten/kota.

4. Menjadi salah satu acuan penting dalam proses pengendalian dan

evaluasi pelaksanaan pembangunan.
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Namun perlu dijelaskan bahwa, pengintegrasian dalam RKPD
khususnya dengan aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan
sebagai dasar perencanaan yang partisipatif, guna memastikan
pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan dan harapan publik,
menjadi dasar yang kuat untuk mempertahankan proses perencanan

yang berjenjang dan tepat sasaran.

1.5 Sistematika

Sistematika Rancangan Awal RKPD Kabupaten
Labuhanbatu tahun 2026 disusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1  Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses
penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam
periode dokumen RPJMD/RPD, keterkaitan antara dokumen
RKPD dengan dokumen RPJMD/RPD, Renstra Perangkat
Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan
proses penyusunan RAPBD.

1.2  Dasar Hukum Penyusunan
Memberikan wuraian ringkas tentang dasar hukum yang
digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala
nasional, maupun lokal.

1.3  Hubungan Antar Dokumen
Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain
yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan
dokumen lain, seperti: RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara dan Pemerintah Kota Tebing Tinggi, RKP/program strategis
nasional, dan RKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk
penyusunan RKPD Kabupaten Labuhanbatu.

1.4  Maksud dan Tujuan
Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan

dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran
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1.5

penyusunan dokumen RKPD bagi daerah

Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait
dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di

dalamnya.

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1

2.2

2.3

Kondisi Umum Daerah.

Memberikan gambaran kondisi umum daerah meliputi aspek
geografi, demografi, potensi sumber daya, aspek kesejahteraan
masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun
berjalan dan Realisasi RKPD.

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan
kedudukan pencapaian kinerja = pembangunan daerah,
berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber
dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-
masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan
pertanggungjawaban APBD menurut tahun-tahun yang
berkenaan.

Permasalahan Pembangunan Daerah

Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang
berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan
permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar

dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

BAB III Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang
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3.2

3.3

bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang
ekonomi dalam dokumen RPD provinsi/kabupaten. Arah
kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk
mengimplementasikan program serta permasalahan daerah,
sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan
pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh
Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah,
pembiayaan daerah dan belanja daerah.

Arah Kebijakan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh
Pemerintah Daerah berkaitan dengan BUMD (Badan Usaha Milik
Daerah).

BAB IV Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah

4.1

4.2

Tujuan dan Sasaran Pembangunan.

Menjelaskan tentang hubungan tujuan/sasaran pembangunan
menengah yang diambil dari dokumen RPJMD Kabupaten
Labuhanbatu Tahun 2021 - 2026

Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025.

Suatu prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 pada dasarnya
adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang
diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah
(RPD) Tahun 2025 berisi Tema, Prioritas, Sasaran, Indikator
sasaran dan  interkoneksi diantaranya. Disajikan pula

interkoneksi dengan RPD Provinsi Sumatera utara dan RPJMN.

BAB V Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah

5.1

Rencana Kerja

Memuat Rencana Program dan Kegiatan pembangunan daerah
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beserta besaran pagu dana yang akan dilaksanakan guna
mendukung prioritas dan sasaran pembangunan pada Tahun
2025.

5.2 Pendanaan Daerah
Memuat rekapitulasi dan wusulan program dan kegiatan
pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 dengan
sumber dana APBD Provinsi, Bantuan Keuangan Provinsi, Dana

Alokasi Khusus, Coorporate Social Responsibility.

5.3 Dukungan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pendanaannya
tehadap Perencanaan Tematik
Memuat program, kegiatan, sub kegiatan beserta pagu anggaran
untuk mendukung Perencanaan Tematik di Kabupaten

Labuhanbatu.

BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja

tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama.

BAB VII Penutup
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BAB II
KONDISI UMUM DAN KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi memberikan gambaran mengenai

kondisi letak, tata ruang, dan kependudukan di suatu daerah.

2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Aspek geografi meliputi gambaran mengenai lokasi, potensi
pengembangan, dan kerentanan terhadap bencana pada wilayah
perencanaan, untuk mengetahui karakteristik fisik wilayah yang

sedang direncanakan.

A Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Labuhanbatu memiliki luas wilayah 2772.257 ha
atau 2.772,57 km?2. Batas wilayah Kabupaten Labuhanbatu secara
administratif adalah:

o Sebelah Utara Labuhanbatu berbatasan dengan Selat Malaka dan
Kabupaten Labuhanbatu Utara.

o Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Riau.

o Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu
Selatan dan Padang Lawas Utara.

o Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu
Utara.

Peta administrasi Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada

gambar berikut:
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@ PETA ADMINISTRASI KABUPATEN LABUHAN BATU PROVINSI SUMATERA UTARA -
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Gambar 2.1 Peta Administratif Kabupaten Labuhanbatu
Sumber: RTRW Kabupaten Labuhanbatu

Kabupaten Labuhanbatu dibagi atas wilayah pesisir dan non
pesisir pantai dengan kode wilayah 12.10.02 dan memiliki total luas
wilayah 2.772,57 ha atau 277.257 km?2. Kabupaten Labuhanbatu
terdiri dari 9 kecamatan, 23 kelurahan, dan 75 desa. Berikut adalah

rincian data administrasi wilayah Kabupaten Labuhanbatu

Tabel 2.1 Administrasi Kecamatan Labuhanbatu

Luas Wilayah Jumlah
No Kecamatan L L Kelurah
Kecamatan (Km2) (%) € unra a Desa
1 Bilah Hulu Aek Nabara 385,02 13,89 24 24
2 Pangkatan Pangkatan 271,13 9,78 7 7
3 Bilah Barat Janji 291,05 10,50 10 10
4 Bilah Hilir Negeri Lama 472,26 17,03 13 11
5 Panai Hulu Tanjung 225,98 8,15 7 7

Sarang Elang

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu m-2



Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2026

No Kecamatan Ibukota Luas Wilayah Jumlah
6 Panai Tengah Labuhan Bilik 584,56 21,08 10 9
7 Panai Hilir Sei Berombang 391,13 14,10 8 7
8 Rantau Selatan Sioldengan 60,20 2,17 9 -
9 Rantau Utara Rantauprapat 91,24 3,29 10 -

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan Panai
Tengah adalah kecamatan terluas dengan persentase luasan 21,08
persen dari total luas wilayah Kabupaten Labuhanbatu, kemudian
Kecamatan Bilah Hilir sebesar 17,03 persen, dan Panai Hilir sebesar

14,10 persen.

B Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis, Kabupaten Labuhanbatu terletak pada
koordinat antara 1°41’-2°44’ Lintang Utara (LU) dan 99°33’-100°22’
Bujur Timur (BT) dan berada pada ketinggian 0-700 meter di atas
permukaan laut. Kabupaten Labuhanbatu terletak pada kawasan
Pantai Timur pulau Sumatera. Selain itu juga mempunyai posisi
yang sangat strategis karena dilintasi jalur antar provinsi dan berada
di persimpangan antara Kabupaten Labuhanbatu Utara dan

Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

C Kondisi Topografi

Kondisi topografi wilayah dapat dilihat dari dua jenis, yaitu
ketinggian lahan dan kemiringan lahan. Berdasarkan ketinggian
lahan, Kabupaten Labuhanbatu terdiri dari daerah dataran rendah
dan perbukitan, wilayah yang terletak pada ketinggian 0-10 m di
atas permukaan laut (DPL) seluas 172,770 (67,45%), 11-25 m di atas
permukaan laut (DPL) seluas 72,697 ha (28,38%), 26-100 m di atas
permukaan laut (DPL) seluas 49,67 ha (0,02%) dan lebih dari 100 m
di atas permukaan laut (DPL) seluas 10,621 ha (4,15%).

Wilayah Kabupaten Labuhanbatu berada pada kemiringan
antara 0-2% seluas 224.886 ha (87,80%), kemiringan antara 2-15%
seluas 13.738 ha (5,36%), kemiringan antara 15-40% seluas 12.537
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ha (4,89%) dan lebih dari 40% seluas 4,977 ha (1,94%). Kondisi
kemiringan lahan ini berpengaruh terhadap pengembangan

pembangunan fisik maupun perencanaan strategis lainnya.

D Kondisi Geologi

Kondisi geologi wilayah Kabupaten Labuhanbatu terdiri atas
tekstur tanah halus seluas 205.404 ha (80,19%) dan tekstur tanah
sedang seluas 50.734 ha (19,81%). Wilayah dengan kedalaman
efektif antara 30-60 cm mencapai 69.019 ha (26,95%), kedalaman
60-90 cm mencapai 98.026 ha (38,27%), lebih dari 90 cm seluas
10.800 ha (4,22%) dan lahan gambut seluas 78.293 ha (30,57%).
Kondisi geologi Labuhanbatu menurut jenisnya terdiri dari Alluvial
seluas 115.519 ha (45,10%), Pasir Kerikil seluas 70.800 ha (27,64%),
Batu Pasir seluas 31.051 ha (12,12%) dan Jenis lainnya seluas
38.767 ha (15,14%). Sedangkan menurut jenis tanah terdiri atas
potsolik seluas 61.237 ha (23,91%), organosol seluas 180.936 ha
(70,64%) dan jenis lainnya seluas 13.965 ha (5,45%).

E Kondisi Hidrologi

Kabupaten Labuhanbatu terdiri atas sungai besar dan sungai
kecil. Dua Sungai besar, yaitu sungai Barumun dan Sungai Bilah
dengan lebar 16m-250m, sedangkan sungai kecil adalah sebagai
anak sungai. Muara dari kedua sungai besar tersebut adalah Selat
Malaka dengan debit 97-195 m/det. Dengan kondisi ini, maka
wilayah Labuhanbatu memiliki daerah tergenang secara periodik
seluas + 151,208 ha atau 59,03% dan daerah yang tergenang terus
menerus atau rawa seluas + 5,210 ha atau 2,03%. Wilayah Daerah
Aliran Sungai (DAS) sungai besar/utama di Kabupaten Labuhanbatu
tersebut, yaitu:

1. Daerah Aliran Sungai (DAS) Barumun meliputi wilayah
Kecamatan Panai Tengah.

2. Daerah Aliran Sungai (DAS) Bilah meliputi Kecamatan Bilah
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Barat, Rantau Utara, Rantau Selatan, Bilah Hulu, Pangkatan,
Bilah Hilir, Panai Hulu dan Panai Hilir.

Wilayah Labuhanbatu memiliki daerah yang tergenang secara
periodik seluas += 151,208 ha atau 59,03% dan daerah yang
tergenang terus menerus atau daerah rawa seluas +* 5,210 ha atau
2,03 persen. Berdasarkan Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah
Kabupaten Labuhanbatu yaitu Sungai Barumun dan Sungai Bilah
dengan lebar antara 16 m - 250 m, diperkirakan debit sungai

tersebut di atas adalah 97 - 195 m/det.

F Kondisi Klimatologi

Kondisi klimatologi dapat diamati dari berbagai hal, beberapa
di antaranya adalah curah hujan, suhu, dan kelembaban. Kabupaten
Labuhanbatu termasuk daerah yang beriklim tropis, yang memiliki 2
(dua) musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Secara umum
rata-rata temperatur di Kabupaten Labuhanbatu adalah 28,60
dengan suhu maksimum 36,50 C dan suhu minimum 20,40 C. Rata-
rata curah hujan di Kabupaten Labuhanbatu didominasi pada bulan
Januari, September dan Oktober seperti halnya wilayah lain di Pulau
Sumatera. Selama tahun 2023, rata-rata hari hujan di Kabupaten
Labuhanbatu sebanyak 15,83 hari per bulan dengan rata-rata curah
hujan 297,108 mm per bulan. Sedangkan, kelembaban rata-rata
77,93 persen dengan kelembaban tertinggi pada sore hari dan

terendah pada pagi hari.

Tabel 2.2 Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Station
Klimatologi Kabupaten Labuhanbatu

Suhu (°C) Kelembaban (%)
Bulan . m

Min Avg Max Min Avg Max
Januari/January 21,0 28,4 35,2 52,0 77,4 99,0
Februari/ February 21,4 28,1 34,3 54,0 80,2 100,0
Maret/ March 21,7 29,3 35,9 50,0 75,8 100,0
April/April 22,0 29,4 35,4 50,0 75,7 99,0
Mei/ May 21,8 29,9 35,9 51,0 75,9 99,0
Juni/June 20,8 28,9 36,0 43,0 77,8 100,0
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Bulan Suhu (°C) Kelembaban (%)
Juli/July 21,8 29,9 36,5 44,0 73,6 99,0
Agustus/August 21,7 29,2 36,5 44 .0 76,6 99,0
i’fptember/ Septemb 514 2989 354 490 76,2 99,0
Oktober/ October 22,2 28,2 354 52,0 81,2 100,0
November/ November 22,0 28,1 34,4 55,0 81,0 100,0
Desember/ December 20,4 26,9 33,7 58,0 83,8 99,0

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu

G Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Labuhanbatu meliputi
kawasan lindung dan budidaya disesuaikan dengan RT/RW
Kabupaten Labuhanbatu yang diatur dalam PERDA Nomor 3 Tahun
2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Labuhanbatu Tahun 2015-2035.

Tabel 2.3 Penggunaan Lahan Kabupaten Labuhanbatu Tahun

2023
No. Guna Lahan Luas (Ha)
1 Kawasan Perumahan 1.371
2 Kawasan Perdagangan dan Jasa 53,97
3 Kawasan Lindung 3.215
4 Ruang Terbuka Hijau (RTH) 200

2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Labuhanbatu
diarahkan kepada pengembangan kawasan budidaya. Pengembangan
kawasan budidaya diarahkan kepada Kawasan Peruntukkan
Pertanian, Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit, Kawasan Perkebunan
Karet, Kawasan Budidaya Perikanan, Kawasan Peruntukkan
Industri, Kawasan Peruntukkan Permukiman dan Kawasan
Peruntukkan Lainnya.

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan
fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi
sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya manusia.

Dalam lingkup RTRW Kabupaten Labuhanbatu, pengarahan
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kawasan budidaya diarahkan untuk:

o Memberikan arahan pola ruang kawasan budidaya secara optimal
dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan

o Memberikan arahan untuk menentukan prioritas pola ruang
antara kegiatan budidaya yang berlainan

o Memberikan arahan bagi perubahan jenis pola ruang dari jenis
kegiatan budidaya tertentu ke jenis lainnya.

Dalam RTRW Kabupaten Labuhanbatu, penentuan kawasan
budidaya didasarkan pada:

o Kawasan lindung yang telah ditetapkan sebelumnya dan menjadi
limitasi bagi penetapan kawasan budidaya di wilayah Kabupaten
Labuhanbatu

o Kriteria kawasan budidaya menurut pedoman penyusunan
rencana tata ruang

o Hasil analisis kesesuaian lahan

2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan
konsep fundamental dalam mewujudkan keseimbangan dinamis
antara pembangunan berkelanjutan dan pelestarian ekosistem.
Konstruksi ini melampaui pendekatan konvensional pengelolaan
lingkungan, menciptakan paradigma holistik yang mengintegrasikan
secara sistematis kepentingan pembangunan ekonomi, kesejahteraan
sosial, dan keberlangsungan ekologis. Pendekatan komprehensif ini
mensyaratkan pemahaman mendalam tentang kapasitas sistem
alamiah dalam menyerap berbagai intervensi pembangunan,
mengatur mekanisme regenerasi sumber daya alam, serta menjaga

keseimbangan komponen ekosistem.

2.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan merupakan

pilar fundamental dalam mewujudkan sistem infrastruktur nasional
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yang berkelanjutan, tangguh, dan berkeadilan. Konstruksi
ketahanan ini tidak sekadar fokus pada pemenuhan kebutuhan
dasar, melainkan mentransformasi paradigma pengelolaan sumber
daya strategis menjadi ekosistem yang terintegrasi, inovatif, dan
berbasis potensi lokal. Pendekatan komprehensif ini mensyaratkan
redesain sistemik dalam tata kelola energi, sumber daya air, dan
sistem pangan, yang tidak hanya menjamin ketersediaan, melainkan
menciptakan mekanisme produksi, distribusi, dan pemanfaatan yang

efisien, berkelanjutan, dan berkeadilan.

A Pangan

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati
dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan
sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Indeks
Ketahanan Pangan merupakan indikator yang mengukur ketahanan
pangan suatu daerah dengan menggunakan 3 aspek, yaitu
ketersediaan, keterjangkauan, dan  pemanfaatan  pangan.
Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan pada Kabupaten

Labuhanbatu sebagai berikut:

mmm Ketersediaan == Keterjangkauan Pemanfaatan IKP

75,83

72,44
67,00
71,99
72,79

2020 2021 2022 2023

Gambar 2.2 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten

Labuhanbatu
Sumber: Badan Pangan Nasional
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Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu cenderung
meningkat dari 77,75 poin pada tahun 2020 menjadi 77,96 poin
pada tahun 2023. Begitu juga dengan komponen penyusunnya, baik
dari ketersediaan, keterjangakuan, dan pemanfaatan cenderung
meningkat selama tahun 2019 hingga 2023. Namun, perlu
diperhatikan juga apakah distribusi pangan dapat dijangkau dan
dapat mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat. Untuk melihat
kecukupan konsumsi pangan masyarakat, maka dapat dilihat dari
indikator Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence
of Undernourishment), yaitu indikator yang mengukur persentase
penduduk suatu wilayah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan

energi makanan minimum untuk hidup aktif dan sehat.

2020 2021 2022 2023
Gambar 2.3 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan
(%)
Sumber: BPS

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Kabupaten
Labuhanbatu cenderung meningkat dari 6,49 persen pada tahun
2020 menjadi 7,38 persen pada tahun 2023. Jika dilihat jumlah
penduduknya, maka terdapat sebanyak 37.907 orang yang belum
mampu memenuhi kebutuhan konsumsi pangannya. Hal ini perlu

diperhatikan oleh pemerintah agar menjaga ketersediaan dan

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu I-9



Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2026

kestabilan harga pangan agar seluruh masyarakat dapat memenuhi

kebutuhan konsumsi pangannya.

B Listrik

Listrik adalah energi yang dihasilkan dari konversi sumber
daya primer (batubara, gas, energi terbarukan, dll.) menjadi daya
listrik melalui pembangkit, lalu didistribusikan untuk menyalakan
peralatan, industri, dan infrastruktur. Ketersediaan listrik menjadi

penting karena menyangkut aktivitas seluruh masyarakat.

C Air

Air merupakan sumber daya alam berbentuk cair yang
digunakan untuk konsumsi langsung (minum, sanitasi), pertanian,
industri, dan ekosistem. Hal ini menunjukkan bahwa air sangat
dibutuhkan oleh kelangsungan hidup masyarakat sehingga

pemerintah harus bisa memastikan ketersediaan air yang cukup.

Tabel 2.4 Capaian Indikator Ketahanan Air

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024
Kapasitas Air Baku
(m?/ detik) 0,30 0,30 0,30 0,30 N/A
Akses Rumah Tangga
terhadap Air Minum Aman 10,12 10,32 10,68 11,00 N/A

(%)

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Siperindu

Kapasitas Air Baku selama tahun 2020-2023 sebanyak 0,30
m3/detik, di mana hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi
penambahan kapasitas air untuk Kabupaten Labuhanbatu. Akses
Rumah Tangga terhadap Air Minum Aman mengalami peningkatan
dari 10,12 persen pada tahun 2020 menjadi 11,00 persen pada
tahun 2024. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah
mengingat hanya sekitar 11 persen rumah tangga saja yang
memperoleh air minum yang aman untuk dikonsumsi, sementara
mayoritas belum memperolehnya. Pemerintah perlu memastikan

jaringan distribusi air yang aman kepada masyarakat agar seluruh
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masyarakat dapat memperoleh air minum aman, di mana hal ini

penting karena menyangkut kesehatan masyarakat.

2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Lingkungan Hidup Berkualitas merujuk pada kondisi alam
yang mampu mendukung kehidupan secara berkelanjutan, ditandai
dengan udara bersih, air yang layak konsumsi, ekosistem yang
seimbang, serta minimnya polusi dan kerusakan alam. Lingkungan
seperti ini tidak hanya menjamin kesehatan manusia tetapi juga
menjaga keanekaragaman hayati dan kestabilan iklim. Untuk
mencapai lingkungan hidup yang berkualitas, maka pemerintah
perlu menerapkan pembangunan berkelanjutan, pengelolaan limbah
yang bertanggung jawab, konservasi energi, serta partisipasi aktif
masyarakat dalam menjaga alam. Pemerintah, sektor swasta, dan
masyarakat harus berkolaborasi menerapkan kebijakan ramah
lingkungan, teknologi hijau, dan gaya hidup berkelanjutan demi
mewujudkan lingkungan hidup yang sehat untuk generasi saat ini

dan mendatang.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah indikator

komposit yang mengukur tingkat kualitas lingkungan suatu wilayah
berdasarkan parameter udara, air, tutupan lahan, dan kualitas
ekosistem. IKLH dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan (KLHK) sebagai alat evaluasi kebijakan dan

perencanaan pembangunan berkelanjutan.
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2021 2022 2023 2024

Gambar 2.4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu
meningkat dari 36,39 poin pada tahun 2021 menjadi 67,62 poin
pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum
kualitas udara, air, dan tutupan lahan dii Kabupaten Labuhanbatu
semakin membaik. Namun perlu diingat bahwa hal ini masih
menunjukkan banyak hal yang perlu diperhatikan terkait kelestarian
lingkungan hidup. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu perlu
mengelola lingkungannya dengan menurunkan polusi wudara,
memanfaatkan energi baru terbarukan, serta mengelola
persampahan agar tidak mencemari lingkungan sehingga memitigasi

potensi munculnya penyakit tertentu kepada masyarakat.

Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman mengacu pada
proporsi penduduk yang menggunakan fasilitas sanitasi dasar yang
memenuhi standar kesehatan, seperti jamban dengan tangki septik
yang terhubung ke sistem pengolahan limbah atau sarana sanitasi
lain yang memisahkan kontak manusia dengan kotoran secara

efektif. Akses ini sangat penting untuk mencegah penyebaran
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penyakit berbasis lingkungan seperti diare, kolera, atau stunting

akibat kontaminasi tinja.

0,40 e 0,40 | 0,40

0,32
2020 2021 2022 2023
Gambar 2.5 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman di Kabupaten
Labuhanbatu hanya mencapai 0,40 persen hingga tahun 2023. Hal
ini perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah karena
akan berakibat bagi kesehatan masyarakatnya. Pemerintah harus
mendorong peningkatan akses sanitasi aman melalui berbagai
program, seperti pembangunan infrastruktur sanitasi berkelanjutan

yang inklusif terutama ke daerah-daerah yang terpencil.

Emisi Gas Rumah Kaca

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) adalah pelepasan gas-gas ke
atmosfer yang memiliki sifat menyerap dan memancarkan kembali
radiasi inframerah dari matahari. Gas-gas ini kemudian
memerangkap panas di atmosfer Bumi, menyebabkan efek yang
dikenal sebagai Efek Rumah Kaca. Setiap daerah dituntut untuk
mengurangi emisi GRK melalui penggunaan energi baru terbarukan,
bahan bakar ramah lingkungan, dan pelaksanaan pembangunan

hijau
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Pengelolaan Sampah
Pengelolaan sampah merupakan proses terpadu yang
mencakup pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan,
dan pemrosesan akhir limbah dengan prinsip mengurangi,
menggunakan kembali, dan mendaur ulang (3R). Pengelolaan
dimulai dari pemisahan sampah organik dan anorganik di tingkat
rumah tangga, dilanjutkan dengan pengumpulan terjadwal
menggunakan armada khusus, kemudian diangkut ke tempat
pengolahan seperti Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) atau
Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Metode pengolahannya beragam,
mulai dari composting untuk sampah organik, daur ulang
plastik/kertas hingga teknologi modern seperti waste to energy.
Capaian kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Labuhanbatu
dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.5 Capaian Indikator Pengelolaan Sampah

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024

Timbulan Sampah Terolah di

Fasilitas Pengolahan Sampah 15,40 22,90 24,90 15,30 N/A
(%)

Proporsi RT dengan Layanan

Penuh Pengumpulan Sampah 0,65 0,90 1,70 2,00 N/A
(% RT)

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah
Kabupaten Labuhanbatu sebesar 15,40 persen pada tahun 2020
menurun menjadi 15,30 persen pada tahun 2023. Hal ini
menunjukkan bahwa pengolahan sampah di fasilitas pengolahan
sampah masih belum optimal. Proporsi RT dengan layanan penuh
pengumpulan sampah meningkat dari 0,65 persen pada tahun 2020
menjadi 2,00 persen pada tahun 2023. Indikator ini merupakan
rumah tangga yang telah menghasilkan sampah dan mendapatkan
layanan pengumpulan sampah. Capaian tersebut menunjukkan
bahwa masih rendahnya cakupan rumah tangga yang mendapatkan

pelayanan pengumpulan sampah di Kabupaten Labuhanbatu.
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2.1.6 Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Bencana
dapat didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan
masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan faktor non
alam mau pun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya
korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda
dan dampak psikologis. Berdasarkan sumber dan penyebabnya,
bencana dapat dibagi dua, yaitu bencana alam dan bencana non
alam. Yang termasuk dalam bencana alam adalah segala jenis
bencana yang sumber, perilaku dan faktor penyebab/pengaruhnya
berasal dari alam. Banjir, tanah longsor, gempa bumi, erupsi gunung
api, kekeringan, angin ribut dan tsunami adalah contoh-contoh

bencana alam.

Indeks Risiko Bencana
Kabupaten Labuhanbatu

Banjir

Banjir Bandang

Cuaca Ekstrim

Gelombang Ekstrim dan Abrasi
Gempa Bumi

Likuefaksi

Tanah Longsor 100

(=]

20 40 60 80 1

(=]

0

®m Terpapar ™ Tidak Terpapar

Gambar 2.6 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Labuhanbatu

(2024)
Sumber: BNPB

Indeks Risiko Bencana Kabupaten Labuhanbatu pada tahun
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2024 sebesar 124,98 poin dengan kategori tinggi. Secara spesifik,
bencana yang paling berdampak pada masyarakat Kabupaten
Labuhanbatu adalah cuaca ekstrim yang berdampak pada 92 persen
masyarakat Labuhanbatu, kemudian Banjir yang berdampak pada
54 persen masyarakat Kabupaten Labuhanbatu. Berdasarkan Data
Informasi Bencana Indonesia, Kabupaten Labuhanbatu pada tahun
2023 mengalami 13 kejadian bencana yang terdiri dari 4 kejadian
banjir dan 9 kejadian kebakaran hutan dan lahan. Kejadian banjir
tersebut disebabkan oleh curah hujan yang tinggi sehingga
menyebabkan banjir di beberapa wilayah dan diperparah oleh luapan
air sungai. Kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh cuaca

ekstrim sehingga menyebabkan kebakaran di beberapa wilayah.

2.1.7 Demografi

Demografi adalah studi tentang penduduk yang dilihat dari
ukuran (jumlah), struktur/komposisi, persebaran keruangan serta
faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah, struktur dan persebaran
penduduk yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi di suatu wilayah

tertentu.
A Jumlah dan Struktur Penduduk
Struktur penduduk adalah susunan jumlah penduduk

berdasarkan kelompok data tertentu. Struktur penduduk Kabupaten

Labuhanbatu yang disajikan berikut ini didasarkan pada kelompok

umur.
Tabel 2.6 Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Menurut Kelompok
Umur

Kelompok Usia 2020 2021 2022 2023 2024

0-4 47.326 47.394 47.658 48.200 48.660

5-9 48.068 48.243 48.581 47.450 47.300

10-14 46.273 46.487 46.896 47.100 47.350

15-19 46.787 46.784 47.051 46.120 45.940

20-24 45.128 44.876 44.759 45.639 45.870

25-29 44.751 45.004 45.388 44.500 44.280
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Kelompok Usia 2020 2021 2022 2023 2024
30-34 40.714 41.162 41.746 42.879 43.510
35-39 37.389 37.927 38.617 38.840 39.390
40-44 33.596 34.198 34.891 35.500 36.090
45-49 28.509 29.223 30.060 31.198 32.040
50-54 23.083 23.744 24.498 25.760 26.740
55-59 18.881 19.552 20.304 20.630 21.290
60-64 14.336 14.954 15.641 16.310 16.950
65-69 9.631 10.214 10.806 11.520 12.140
70-74 5.068 5.562 6.114 6.840 7.440

75+ 4.359 4.658 5.014 5.160 5.610

Sumber: BPS

Berdasarkan tabel tersebut, kelompok umur penduduk
terbanyak adalah 0-4 tahun dengan jumlah penduduk sebanyak
48.660 jiwa, kemudian kelompok umur 5-9 tahun sebanyak 47.300
jiwa, dan penduduk wusia 10-14 tahun sebanyak 47.350 jiwa.
Sementara, penduduk paling sedikit pada kelompok umur 75+ tahun
sebanyak 5.610 jiwa, kemudian 70-74 tahun sebanyak 7.440 jiwa,
dan kelompok umur 65-69 tahun sebanyak 12.149 jiwa. Penduduk
usia produktif di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2024
sebanyak 352.100 jiwa dan penduduk usia non produktif sebanyak
168.500 jiwa. Jumlah penduduk menurut Kecamatan dan

distribusinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7 Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Menurut

Kecamatan
Kecamatan 2020 2021 2022 2023 2024 Dis:;i)')’“Si
Bilah Hulu 64.416 64.949 65.729 66.516 67.134 12,90
Pangkatan 37.766  38.229 38.841 39.285  39.796 7,65
Bilah Barat 39.953  40.422 41.049 41.521  42.041 8,08
Bilah Hilir 59.370 60.094 61.053 61.751  62.550 12,02
Panai Hulu 38.028 38.359 38.836 39.299 39.679 7,62
Panai Tengah 41.143  41.767  42.557  43.027  43.703 8,40
Panai Hilir 42.761  43.300 44.008 44.509  45.102 8,66
Rantau Selatan 73.977 75.395 77.126 77.936 79.452 15,26

Rantau Utara 96.485 97.467 98.825 99.982  101.088 19,42

Sumber: BPS
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Berdasarkan data dari BPS dapat dilihat bahwa penduduk
terbanyak berada pada Kecamatan Rantau Utara sebanyak 101.088
jiwa atau sebesar 19,42 persen dari total penduduk, kemudian
Kecamatan Rantau Selatan sebanyak 79.452 orang atau sebesar
15,26 persen dari total penduduk, dan Kecamatan Bilah Hulu
sebanyak 67.134 orang atau sebesar 12,90 persen dari total
penduduk. Meningkatnya jumlah penduduk, terutama wilayah yang
padat penduduk perlu menjadi perhatian bagi pemerintah agar
menyediakan fasilitas publik yang memadai sehingga seluruh
masyararkat dapat merasakan pembangunan yang dilakukan oleh

pemerintah.

B Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang
menunjukkan rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk per tahun
dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai
persentase dari penduduk dasar. Metode penghitungan laju
pertumbuhan penduduk yang digunakan dalam dokumen ini adalah

metode geometrik.

Tabel 2.8 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di
Kabupaten Labuhanbatu

Kecamatan 2020 2021 2022 2023 2024
Bilah Hulu -1,30 0,83 1,20 1,20 0,93
Pangkatan 10,50 1,23 1,60 1,14 1,30
Bilah Barat -4,01 1,17 1,55 1,15 1,25
Bilah Hilir 12,12 1,22 1,60 1,14 1,29
Panai Hulu -6,42 0,87 1,24 1,19 0,97
Panai Tengah -0,46 1,52 1,89 1,10 1,57
Panai Hilir 13,35 1,26 1,64 1,14 1,33
Rantau -8,19 1,92 2,30 1,05 1,95
Selatan
Rantau Utara -3,40 1,02 1,39 1,17 1,11

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu

Secara total, laju pertumbuhan penduduk relatif meningkat

dari -0,06 persen pada tahun 2020 menjadi 1,31 persen pada tahun
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2024. Pada tahun 2024 laju pertumbuhan penduduk terbesar berada
pada Kecamatan Rantau Selatan sebesar 1,95 perse, sementara laju
pertumbuhan penduduk terendah berada pada Kecamatan Bilah

Hulu sebesar 0,93 persen.

C Kepadatan Penduduk

Kepadatan Penduduk menggambarkan seberapa banyak jumlah
penduduk pada satu satuan luas dari suatu wilayah. Dari 9 Kecamatan
di Kabupaten Labuhanbatu, Pada tahun 2024, jumlah penduduk
Labuhanbatu sebanyak 520.545 jiwa dengan kepadatan penduduk
sebesar 203,23 jiwa per km?.

Tabel 2.9 Distribusi Penduduk Kabupaten Labuhanbatu

(Jiwa/Km?2)

Kecamatan 2020 2021 ‘ 2022 2023 2024
Bilah Hulu 219,68 221,50 224,16 226,84 228,95
Pangkatan 106,24 107,54 109,27 110,52 111,95
Bilah Barat 196,83 199,14 202,23 204,56 207,12
Bilah Hilir 137,80 139,48 141,71 143,33 145,18
Panai Hulu 137,63 138,83 140,55 142,23 143,60
Panai Tengah 85,05 86,34 87,97 88,95 90,34
Panai Hilir 125,02 126,60 128,67 130,13 131,87
Rantau Selatan  1.150,14 1.172,19 1.199,10 1.211,69 1.235,26
Rantau Utara 857,87 866,60 878,68 888,97 898,80

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu

Kecamatan dengan jumlah penduduk terpadat berada pada
Kecamatan Rantau Selatan sebanyak 1.235,26 jiwa/km?2 dan Rantau
Utara sebanyak 898,80 jiwa/km?2. Melihat kondisi tersebut, maka
pemerintah perlu memastikan apakah fasilitas yang tersedia sudah
memenuhi kebutuhan setiap penduduknya, terutama di wilayah
yang padat penduduk. Pemerintah perlu memperhatikan
ketersediaan tempat tinggal, terutama di wilayah yang sangat padat

penduduk.
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D Piramida Penduduk

Piramida penduduk adalah suatu representasi grafis yang
menggambarkan komposisi penduduk suatu wilayah berdasarkan
usia dan jenis kelamin pada suatu waktu tertentu. Priamida
penduduk tersusun dari dua diagram batang yang saling
berlawanan, di mana sumbu vertikal mewakili kelompok usia (dari
muda di bagian bawah hingga tua di bagian atas), dan sumbu
horizontal mewakili jumlah atau persentase populasi, dengan sisi kiri

untuk populasi laki-laki dan sisi kanan untuk populasi perempuan.
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55-59 10.640 10.650
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Gambar 2.7 Piramida Penduduk Kabupaten Labuhanbatu

Tahun 2024
Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu

Piramida Penduduk Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2024
membentuk pola ekspansif yang menandakan bahwa angka
kelahiran di Kabupaten Labuhanbatu meningkat dan penduduk usia
produktif lebih besar dibandingkan penduduk lansia. Dari grafik
tersebut dapat dilihat bahwa penduduk pria dan wanita relatif
seimbang pada setiap kelompok wusia. Pemerintah Kabupaten

Labuhanbatu harus memastikan bahwa pembangunan yang
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dilakukan memenuhi kebutuhan penduduk pada setiap kelompok
usia. Fasilitas pendidikan harus tersedia mengingat angka kelahiran
yang cukup tinggi, begitu juga fasilitas kesehatan agar seluruh
masyarakat dapat merasakannya, serta memastikan ketersediaan
lapangan kerja ke depannya untuk memenuhi tenaga kerja yang

kemungkinan akan meningkat di masa mendatang.

E Proyeksi Penduduk menurut Kelompok Usia

Proyeksi penduduk berdasarkan kelompok usia dapat dilihat
pada tabel berikut:

Tabel 2.10 Proyeksi Penduduk menurut Kelompok Usia

Kelompok

Usia 2025 2026 2027 2028 2029
04 50.671 50.906 51.135 51.351 51.556
5-9 46.701 47.129 47.660 48.295 49.032
10-14 46.753 46.604 46.453 46.311 46.180
15-19 46.469 46.372 46.293 46.227 46.155
20-24 45.953 45.930 45.879 45.811 45.756
25-29 44.660 44.719 44.828 44.960 45.087
30-34 43.528 43.677 43.744 43.768 43.797
35-39 40.535 41.012 41.493 41.951 42.343
40-44 36.895 37.466 38.004 38.521 39.044
45-49 32.320 33.056 33.765 34.448 35.104
50-54 27.012 27.771 28.563 29.369 30.173
55-59 22.117 22.722 23.344 23.996 24.680
60-64 17.477 18.044 18.587 19.115 19.652
65-69 12.397 12.952 13.535 14.136 14.719
70-74 8.038 8.473 8.877 9.272 9.677
75+ 5.517 5.952 6.428 6.927 7.435

Sumber: BPS (diolah, 2024)

Penduduk Kabupaten Labuhanbatu diproyeksikan meningkat
dari 527.043 jiwa pada tahun 2025 menjadi 550.390 jiwa pada
tahun 2029 atau meningkat sebanyak 23.347 jiwa selama 5 tahun.

F Proyeksi Penduduk menurut Kecamatan

Proyeksi penduduk Kabupaten Labuhanbatu menurut

kecamatan yang dilakukan dengan mempertimbangkan data historis
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jumlah penduduk, Total Fertility Rate (TFR), Age Specific Fertility
Rate (ASFR), dan usia harapan hidup. Hasil proyeksi penduduk
menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada

tabel berikut:

Tabel 2.11 Proyeksi Penduduk menurut Kecamatan

Kecamatan 2025 2026 2027 2028 2029
Bilah Hulu 68.252 68.996 69.747 70.507 71.276
Pangkatan 40.266 40.704 41.148 41.597 42.048
Bilah Barat 42.585 43.049 43.518 43.992 44.472
Bilah Hilir 63.351 64.041 64.739 65.444 66.157
Panai Hulu 40.319 40.758 41.202 41.651 42.105
Panai Tengah 44.113 44.594 45.080 45.571 46.068
Panai Hilir 45.642 46.139 46.642 47.150 47.664
Rantau Selatan 79.952 80.824 81.704 82.594 83.494
Rantau Utara 102.563 103.680 104.810 105.952 107.106

Sumber: BPS (diolah, 2024)

Penduduk Kabupaten Labuhanbatu diproyeksikan meningkat
dari 527.043 orang pada tahun 2025 menjadi 550.390 orang pada
tahun 2029. Penduduk paling banyak berada pada Kecamatan
Rantau Utara sebanyak 107.106 orang, sementara penduduk paling
sedikit berada pada Kecamatan Pangkatan sebanyak 42.048 orang.
Dengan adanya proyeksi ini, diharapkan pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu menjadikannya sebagai landasan untuk perencanaan
pembangunan selama 5 tahun ke depan agar setiap kebutuhan
masyarakat terhadap pembangunan yang dilaksanakan oleh

pemerintah dapat terpenuhi dengan baik.

G Proyeksi Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan

Proyeksi kepadatan penduduk menurut kecamatan di
Kabupaten Labuhanbatu merupakan banyaknya penduduk
persatuan luas yang digunakan sebagai dasar kebijakan pemerataan
penduduk. Kepadatan penduduk diproyeksikan berdasarkan hasil

proyeksi penduduk dan luas wilayah masing-masing kecamatan.
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Hasil proyeksi kepadatan penduduk menurut kecamatan di

Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:

Tabel 2.12 Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten
Labuhanbatu Menurut Kecamatan

Kecamatan 2025 2026 2027 2028 2029
Bilah Hulu 68,252 68,996 69,747 70,507 71,276
Pangkatan 40,266 40,704 41,148 41,597 42,048
Bilah Barat 42,585 43,049 43,518 43,992 44,472
Bilah Hilir 63,351 64,041 64,739 65,444 66,157
Panai Hulu 40,319 40,758 41,202 41,651 42,105
Panai Tengah 44,113 44,594 45,080 45,571 46,068
Panai Hilir 45,642 46,139 46,642 47,150 47,664
Rantau Selatan 79,952 80,824 81,704 82,594 83,494
Rantau Utara 102,563 103,680 104,810 105,952 107,106

Sumber: BPS (diolah, 2024)

Kepadatan penduduk di Kabupaten Labuhanbatu
diproyeksikan meningkat dari 527,043 jiwa/km? pada tahun 2025
menjadi 550,390 jiwa/km? pada tahun 2029. Pada tahun 2029
penduduk terpadat berada pada Kecamatan Rantau Utara sebanyak
107,106 jiwa/km? . Kemudian di Kecamatan Rantau Selatan
sebanyak 83,494 jiwa/km?, serta di Kecamatan Bilah Hulu sebanyak
71,276 jiwa/km?2. Sementara, proyeksi kepadatan terkecil terjadi di
Kecamatan Pangkatan sebesar 42,048 jiwa/km?2, kemudian
kecamatan Pantai Hulu sebesar 42,105 jiwa/km?, serta Kecamatan

Bilah Barat sebesar 44,472 jiwa/km?.

H Proyeksi Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Rasio
Ketergantungan

Proyeksi penduduk di Kabupaten Labuhanbatu menurut jenis
kelamin merupakan perbandingan antara jumlah penduduk
perempuan dengan jumlah penduduk laki-laki di suatu wilayah.
Sedangkan proyeksi penduduk menurut rasio ketergantungan

merupakan perbandingan antara banyaknya penduduk yang berusia
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produktif dengan penduduk yang berusia non produktif. Hasil
proyeksi penduduk menurut jenis kelamin dan rasio ketergantungan

di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13 Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio

Ketergantungan
Uraian 2025 2026 2027 2028 2029
Laki-Laki 269.246 269.733 272.587 275.470 278.383
Perempuan 257.797  263.052  266.003  268.989  272.008
Sex Ratio 104,44 102,54 102,47 102,41 102,34
0-14 144.125  144.639  145.248  145.957  146.768
15-64 356.966 360.769 364.500 368.166 371.791
65+ 25.952 27.377 28.840 30.335 31.831

Sumber: BPS (diolah, 2024)

Hasil proyeksi menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki
meningkat sebanyak 9.137 jiwa dalam waktu 5 tahun. Sementara
penduduk perempuan meningkat lebih besar, yaitu sebanyak 14.211
jiwa. Namun, secara total pada tahun 2029 jumlah penduduk laki-
laki sebanyak 278.383 juwa lebih besar dibandingkan penduduk
perempuan sebanyak 272.008 jiwa. Berdasarkan kondisi tersebut,
maka sex ratio diproyeksikan menurun dari 104,44 per 100
penduduk menjadi 102,34 per 100 penduduk. Artinya jumlah
penduduk laki-laki dan perempuan semakin seimbang.

Angka ketergantungan adalah rasio yang menunjukkan jumlah
individu dalam kelompok usia non-produktif (biasanya dianggap
sebagai anak-anak dan lansia) dibandingkan dengan jumlah individu
dalam kelompok uasia produktif ( dewasa yang bekerja). Angka ini
digunakan untuk mengukur beban ekonomi yang ditanggung oleh
populasi usia kerja dalam mendukung populasi yang tidak bekerja.
Angka ketergantungan diproyeksikan meningkat dari 47,65 per 100
orang penduduk pada tahun 2025 menjadi 48,08 per 100 orang
penduduk. Angka ini relatif stabil selama 5 tahun , dimana hal ini

menunjukkan hingga tahun 2029 terdapat kurang lebih sebanyak 48
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orang penduduk non produktif yang ditanggung oleh 100 orang
penduduk usia produktif.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi di mana
kebutuhan dasar terpenuhi, termasuk akses terhadap layanan
kesehatan, pendidikan, sanitasi, listrik, air bersih, perumahan layak,
serta  stabilitas = ekonomi. Dalam  konteks  pembangunan
berkelanjutan, kesejahteraan tidak hanya diukur dari pertumbuhan

ekonomi, tetapi juga dari kualitas hidup, sosial, dan lingkungan.

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan  ekonomi  merupakan  kondisi  dimana
masyarakat memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan dasar,
memiliki stabilitas finansial, dan kesempatan untuk meningkatkan
taraf hidup secara berkelanjutan. Konsep ini melampaui sekadar
pertumbuhan PDB, dengan menekankan pada pemerataan,

ketahanan, dan kualitas hidup masyarakat.

A Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi PDRB

Laju pertumbuhan ekonomi adalah ukuran  yang
menggambarkan tingkat perubahan output ekonomi suatu negara atau
daerah dalam periode waktu tertentu, biasanya dinyatakan dalam
persentase. Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan melihat perubahan
nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) dari satu periode ke periode berikutnya. Perkembangan

laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:
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Gambar 2.8 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten
Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional
(o)
Sumber: BPS
Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu

meningkat pasca covid-19 dari 0,09 persen pada tahun 2020 menjadi
5,05 persen pada tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Labuhanbatu dimulai sejak pandemi covid mampu mengungguli
pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara dan
nasional, namun sejak tahun 2022 hingga 2023 pertumbuhan
Kabupaten Labuhanbatu lebih
Pada tahun 2024, Kabupaten Labuhanbatu berhasil

ekonomi rendah dibandingkan
nasional.
melampaui pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dan Nasional.
Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Labuhanbatu mampu
mendorong produktivitas sektor-sektor perekonomiannya. Laju
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu menurut lapangan

usaha dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14 Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan

Usaha
Lapangan Usaha 2020 2021 2022 2023 2024
Pertanian, Kehutanan, dan 3,20 6,30 7,31 4,70 4,27
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Lapangan Usaha 2020 2021 2022 2023 2024
Perikanan
Pertambangan dan Penggalian -1,23 8,99 6,04 3,29 4,02
Industri Pengolahan -0,61 3,21 3,31 4,54 2,99
Pengadaan Listrik dan Gas 5,35 3,09 5,81 3,60 4,55

Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Konstruksi -5,72 2,99 0,60 6,21 6,11

Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

2,21 2,26 5,62 6,75 3,31

-1,40 3,28 5,07 6,85 9,03

Transportasi dan Pergudangan -2,10 -0,97 8,66 5,70 4.05
Pgnyed1aan Akomodasi dan Makan 3.44 0,16 7,59 547 5.41
Minum

Informasi dan Komunikasi 4,74 4,46 6,87 4.07 4,52
Jasa Keuangan dan Asuransi 1,73 2,56 3,65 3,89 3,24
Real Estate 1,49 0,25 5,21 3,08 6,36
Jasa Perusahaan 0,76 -0,62 4,99 3,85 3,66
Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan dan Jaminan Sosial -0,03 0,39 -0,09 3,89 9,43
Wajib

Jasa Pendidikan 2,96 1,29 3,91 3,42 8,48
Jasg Kesehatan dan Kegiatan 1,37 1,30 2,70 4,85 6,23
Sosial

Jasa Lainnya -3,61 3,33 7,04 5,37 6,58
Sumber: BPS

Pada tahun 2024 Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Labuhanbatu paling besar berasal dari Sektor Administrasi
Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, yaitu sebesar
9,43 persen, kemudian Sektor Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,03 persen, kemudian
Jasa Pendidikan sebesar 8,48 persen. Sementara, sektor
perekonomian dengan laju pertumbuhan ekonomi terendah adalah
Sektor Industri Pengolahan sebesar 2,99 persen, kemudian Sektor
Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 3,24 persen, dan Sektor
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
sebesar 3,31 persen.

Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut
lapangan usaha pada Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada
tabel berikut:
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Tabel 2.15 Distribusi PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha 2020 2021 2022 2023 2024
pertanian, Kehutanan, dan 24,43 2586 2699 27,96 29,22
Pertambangan dan Penggalian 0,65 0,67 0,68 0,68 0,64
Industri Pengolahan 34,73 34,70 34,24 33,76 32,25
Pengadaan Listrik dan Gas 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05

Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur Ulang
Konstruksi 8,60 8,32 8,05 8,17 7,78

Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

17,81 17,50 17,59 17,57 17,81

Transportasi dan Pergudangan 1,79 1,68 1,70 1,73 1,67
Pgnyed1aan Akomodasi dan Makan 1,43 1,32 1,31 1,28 1,23
Minum

Informasi dan Komunikasi 0,70 0,69 0,68 0,65 0,60
Jasa Keuangan dan Asuransi 1,16 1,12 1,11 1,08 1,02
Real Estate 2,81 2,67 2,55 2,38 2,24
Jasa Perusahaan 0,18 0,17 0,17 0,17 1,02
Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan dan Jaminan Sosial 3,22 2,98 2,68 2,46 2,44
Wajib

Jasa Pendidikan 1,83 1,71 1,63 1,54 1,52
Jasg Kesehatan dan Kegiatan 0,47 0,43 0,41 0,40 0,38
Sosial

Jasa Lainnya 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10
Sumber: BPS

Sektor yang berkontribusi paling besar bagi perekonomian
Kabupaten Labuhanbatu adalah Sektor Industri pengolahan sebesar
32,25 persen pada tahun 2024. Namun, kontribusi sektor ini
cenderung menurun selama S5 tahun terakhir. Kemudian, Sektor
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan kontributor terbesar
kedua, di mana pada tahun 2024 mencapai 29,22 persen dan
kontribusinya meningkat selama S5 tahun terakhir. Sektor
perekonomian dengan kontribusi terbesar ketiga adalah Sektor
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang
pada tahun 2024 mencapai 17,81 persen, namun kontribusi sektor ini
cenderung menurun selama S tahun terakhir. Hal ini perlu
diperhatikan bagi pemerintah, terutama pada Sektor Industri

Pengolahan karena setiap daerah didorong untuk melakukan hilirisasi
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produk agar mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah, namun
sektor terkait justru mengalami penurunan kontribusi terhadap
perekonomian. Pemerintah perlu memperhatikan faktor yang menjadi
masalah pada industri dan mendorong pelaku wusaha untuk
menghasilkan produk yang bernilai tambah dengan memanfaatkan
sumber daya alam yang ada, serta menarik investor untuk membangun
industri di daerah.

Untuk melihat perkembangan pendapatan masyarakat secara
makro, dapat dinilai dari PDRB Per Kapita. PDRB Per Kapita adalah
ukuran yang melihat berapa besar PDRB yang dihasilkan oleh setiap
masyarakat dalam satu waktu. Perkembangan PDRB Per Kapita
Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada gambar berikut:

=e—PDRB ADHK =—@=—PDRB ADHB

oE— B

2020 2021 2022 2023 2024

Gambar 2.9 PDRB Per Kapita Kabupaten Labuhanbatu (Rp
Juta)

Sumber: BPS

PDRB Per Kapita baik ADHB maupun ADHK mengalami
peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menandakan bahwa secara
umum pendapatan setiap masyarakat mengalami peningkatan, di
mana hal ini menunjukkan bahwa perekonomian setiap masyarakat
semakin membaik. Namun, perlu diperhatikan bahwa indikator ini

memasukkan seluruh penduduk pada usia berapa pun ke dalam
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perhitungannya. Pemerintah juga perlu memperhatikan terkait
ketimpangan pendapatan antar masyarakat untuk memastikan
pendapatan yang meningkat tersebut dirasakan oleh masyarakat

secara inklusif atau hanya pada kalangan tertentu saja.

B Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi
ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makan dan bukan
makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kemiskinan adalah
kondisi di mana seseorang atau individu tidak dapat memenuhi
kebutuhannya sehari-hari. Tingkat kemiskinan diukur dari berapa
banyak penduduk yang pengeluarannya berada di bawah garis

kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu sebagai

berikut:
B Labuhanbatu ™ Sumatera Utara Nasional
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Gambar 2.10 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Labuhanbatu,

Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional (Maret)
Sumber: BPS

Tingkat kemiskinan Kabupaten Labuhanbatu cenderung
menurun dari 8,44 persen pada tahun 2020 menjadi 7,84 persen
pada tahun 2024. Capaian ini bahkan lebih baik dibandingkan

provinsi dan nasional yang masih berada di sekitar angka 8 persen.
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Namun, angka tersebut sebenarnya masih tergolong tinggi.
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu perlu mengevaluasi efektivitas
program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan
mengingat masih tingginya angka kemiskinan. Pemerintah perlu
mengidentifikasi penduduk miskin secara menyeluruh dan
permasalahannya sehingga bantuan yang diberikan menjadi tepat

sasaran dan membantu menangani permasalahan kemiskinannya.

C Indeks Gini

Indeks Gini merupakan  indikator makro ekonomi
menggambarkan kesejahteraan suatu wilayah dengan mengukur
ketimpangan ekonomi berdasarkan distribusi pendapatan di suatu
wilayah tertentu, dengan kata lain indeks ini mengukur ketimpangan
antar penduduk berpendapatan rendah dengan penduduk
berpendapatan tinggi. Hasil perhitungan berkisar antara O sampai 1,
semakin mendekati satu maka semakin parah ketimpangan di

wilayah tersebut.
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Gambar 2.11 Indeks Gini Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi
Sumatera Utara, dan Nasional (Poin) (Maret)
Sumber: BPS

Dilihat dari gambar di atas, Indeks Gini Kabupaten
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Labuhanbatu menurun dan tetap berada di bawah 0,4. Capaian ini
lebih baik dibandingkan rata-rata kabupaten/kota di Provinsi
Sumatera Utara dan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pada
kurun waktu S5 tahun terakhir ketimpangan di kabupaten
Labuhanbatu masih relatif rendah, di mana distribusi pendapatan
cukup merata antara kelompok masyarakat berpenghasilan rendah

dan kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke atas.

D Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja
(15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum
mendapatkannya. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten
Labuhanbatu menurun dari tahun 2020-2024 dengan jumlah
pengangguran yang fluktuatif. Tingkat pengangguran terbuka
memberikan gambaran tentang sejauh mana individu-individu dalam
populasi usia kerja mengalami pengangguran dan mencari kerja. TPT
adalah indikator penting dalam menganalisis kesehatan pasar tenaga

kerja dan kondisi ekonomi suatu wilayah.
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Gambar 2.12 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten
Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional
(Agustus)

Sumber: BPS

Tingkat pengangguran terbuka mengalami fluktuasi selama
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periode 2020-2024. Pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka
Kabupaten Labuhanbatu sebesar 6,05 persen cenderung meningkat
hingga tahun 2023 mencapai 5,90 persen. Tingkat pengangguran
terbuka di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2024 juga melebihi

rata-rata kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara dan Nasional.

E Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusi (IPM) merupakan indikator
untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas
hidup manusia. IPM diukur dari aspek pendidikan (rata-rata dan
harapan lama sekolah), kesehatan (Usia Harapan Hidup), dan
ekonomi (pengeluaran per kapita). Perkembangan IPM Kabupaten

Labuhanbatu sebagai berikut:
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Gambar 2.13 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten
Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional
Sumber: BPS

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Labuhanbatu
meningkat dari 73,08 poin pada tahun 2020 menjadi 75,20 poin
pada tahun 2024. Hal ini menggambarkan bahwa secara komposit
telah terjadi peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta

ekonomi masyarakat Kabupaten Labuhanbatu. Pemerintah perlu
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memastikan pembangunan pendidikan dan kesehatan dapat
dijangkau oleh seluruh masyarakat agar kualitas hidup masyarakat

dapat meningkat.

2.2.2 Kesehatan Untuk Semua

Kesehatan untuk Semua menekankan hak setiap individu atas
layanan kesehatan berkualitas tanpa diskriminasi, diwujudkan
melalui Universal Health Coverage (UHC), akses merata ke fasilitas
kesehatan primer, dan pendekatan preventif, seperti imunisasi serta

pencegahan stunting.

A Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup didefinisikan sebagai rata-rata tahun
hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil
mencapai umur tertentu, pada suatu tahun tertentu dalam situasi

mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.
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Gambar 2.14 Usia Harapan Hidup Kabupaten Labuhanbatu,

Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional
Sumber: BPS

Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Labuhanbatu pada
tahun 2020 sebesar 72,20 tahun dan meningkat menjadi 73,13
tahun pada tahun 2023. Angka Harapan Hidup Kabupaten
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Labuhanbatu meningkat dalam rentang waktu 2020-2023,
menunjukkan adanya peningkatan derajat kehidupan di Kabupaten
Labuhanbatu. Meskipun mengalami peningkatan, angka Harapan
Hidup di Kabupaten Labuhanbatu relatif lebih rendah dibandingkan
dengan Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Utara, Nasional,

serta Kabupaten/kota di sekitar.

B Prevalensi Stunting

Prevalensi Stunting mencerminkan persentase Balita dengan
tinggi badan di bawah standar usia akibat malnutrisi kronis, yang
berdampak jangka panjang pada perkembangan kognitif dan
produktivitas. Stunting diangkat menjadi permasalahan nasional
mengingat cukup banyaknya Balita yang mengalami stunting.
Prevalensi stunting pada Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada

gambar berikut:

2021 2022 2023

Gambar 2.15 Prevalensi Stunting Kabupaten Labuhanbatu
Sumber: Dinas Kesehatan

Prevalensi Stunting Kabupaten Labuhanbatu mengalami
penurunan hingga tahun 2023 mencapai 20,20 persen. Meskipun
demikian, angka ini menunjukkan bahwa masih banyak Balita yang
mengalami stunting atau kekurangan gizi di Kabupaten

Labuhanbatu. @ Pemerintah  Kabupaten  Labuhanbatu  perlu
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memastikan bahwa layanan kesehatan ibu dan anak, kesadaran
orang tua dalam memberikan gizi seimbang, dan distribusi pangan

bergizi dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat.

2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan Berkualitas yang Merata merupakan fondasi
pembangunan berkelanjutan yang menjamin akses setara terhadap
pembelajaran inklusif dan berkualitas bagi semua lapisan
masyarakat, tanpa terkecuali. Pemerintah memperkuat infrastruktur
pendidikan, kurikulum yang relevan, serta dukungan teknologi
digital, pendidikan untuk mengurangi ketimpangan dan

meningkatkan daya saing SDM.

A Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) menunjukkan jumlah tahun yang
digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-
rata lama sekolah Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2024 adalah
9,49 tahun. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Labuhanbatu
memiliki kecenderungan meningkat setiap tahunnya pada tahun

2020-2023, yang menunjukkan kecenderungan yang positif.
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Gambar 2.16 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten

Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional
Sumber: BPS
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Seperti yang dijelaskan sebelumnya pada pembahasan terkait
IPM, rata-rata lama sekolah Kabupaten Labuhanbatu masih
tergolong cukup rendah jika dibandingkan dengan angka maksimum
RLS (15 Tahun). Nilai RLS yang rendah menunjukkan persoalan
tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah. Rata-rata lama
sekolah yang sudah mencapai nilai 9 tahun menunjukkan bahwa
mayoritas penduduk Kabupaten Labuhanbatu sudah menempuh
pendidikan formal hingga SMP/Sederajat atau sudah memenuhi

pendidikan wajib dasar 9 tahun.

B Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam
tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur
tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak
tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikut sama
dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk
untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah
dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Angka Harapan
Lama Sekolah Kabupaten Labuhanbatu mengalami peningkatan dari

tahun ke tahun.
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Gambar 2.17 Harapan Lama Sekolah Kabupaten

Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional
Sumber: BPS
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Pada tahun 2020, Harapan Lama Sekolah Kabupaten
Labuhanbatu sebesar 12,73 tahun meningkat hingga tahun 2024
mencapai 13,26 tahun yang berarti lamanya pendidikan yang
diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak di Kabupaten
Labuhanbatu adalah 13 tahun atau lulus pendidikan Diploma I.
capaian tersebut setara dengan capaian Provinsi dan mengungguli

capaian Nasional.

C Literasi dan Numerasi

Literasi adalah kemampuan untuk menggunakan bahasa
(lisan, tulisan, isyarat) untuk memahami, menafsirkan, menciptakan,
dan mengkomunikasikan informasi dalam berbagai konteks,
sementara Numerasi adalah kemampuan untuk mengaplikasikan
konsep dan keterampilan matematika dalam kehidupan sehari-hari
untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan yang tepat.
Perkembangan literasi dan numerasi pada setiap jenjang pendidikan

di Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:

Tabel 2.16 Literasi dan Numerasi Kabupaten Labuhanbatu

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024
Literasi SD N/A N/A N/A 47,14 N/A
Literasi SMP N/A N/A N/A 50,14 N/A
Numerasi SD N/A N/A N/A 34,64 N/A
Numerasi SMP N/A N/A N/A 34,10 N/A

Sumber: Dinas Pendidikan

Kemampuan literasi di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun
2023 untuk pendidikan SD sebesar 47,14 poin, pendidikan SMP
sebesar 50,14 poin. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan literasi
di Kabupaten Labuhanbatu masih dalam kategori sedang dalam hal
memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai
jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan
kapasitas individu. @Kemampuan numerasi di Kabupaten

Labuhanbatu pada tahun 2023 untuk pendidikan SD sebesar 34,64
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poin, pendidikan SMP sebesar 34,10 poin. Hal ini menunjukkan
bahwa kemampuan numerasi di Kabupaten Labuhanbatu masih
dalam kategori sedang dalam hal berpikir menggunakan konsep,
prosedur, fakta dan alat menyelesaikan masalah. Pemerintah
Kabupaten Labuhanbatu perlu mendorong peningkatan literasi dan
numerasi siswa melalui peningkatan kualitas tenaga pengajar,
ekosistem pembelajaran yang adaptif berbasis teknologi, serta sarana
dan prasarana yang berkualitas untuk menunjang aktivitas

pembelajaran.

D Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Dalam meningkatkan kapasitas SDM di suatu daerah perlu
didukung oleh peningkatan wawasan masyarakat terhadap ilmu
pengetahuan. Peningkatan ini dapat didukung oleh tersedianya
perpustakaan sebagai wadah bagi masyarakat untuk meningkatkan
pengetahuannya. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat
literasi dan kemampuan membaca di kalangan masyarakat suatu
daerah. Perkembangan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:

Tabel 2.17 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten

Labuhanbatu
UPLM 2022 2023
UPLM 1 Pemerataan Layanan Perpustakaan 0,0014 0,2397
UPLM 2  Pemerataan Koleksi Perpustakaan 0,8656 0,1561
UPLM 3 Pemerataan Tenaga Perpustakaan 0,0000 0,1378
UPLM 4 Tingkat Kunjungan Pustaka 0,3941 0,0427
UPLM 5  Perpustakaan Ber-SNP 1,6964 1,0000
UPLM 6 Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi 0,2462 1,0000
Perpustakaan
UPLM 7 Jumlah Pemustaka 0,5206 1,0000
Sumber: Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Indonesia

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat menurun dari 53,20
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poin pada tahun 2022 menjadi 51,09 poin pada tahun 2023.
Penurunan ini disebabkan oleh penurunan nilai dari unsur
penyusunnya, yaitu UPLM (Pemerataan koleksi perpustakaan) dari
0,8656 poin menjadi 0,1561 poin. Hal ini menunjukkan bahwa
pemerataan koleksi buku di perpustakaan hanya mampu memenuhi
sebesar 15 persen dari standar yang telah ditentukan. Selain itu,
UPLM 4 (Tingkat kunjungan pustaka) juga menurun dari 0,3941
poin menjadi 0,0427 poin. Hal ini berarti bahwa kunjungan
masyarakat ke perpustakaan menurun menjadi 4,27 persen dari
standar yang telah ditentukan. Semakin rendahnya minat
masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan menyebabkan
penurunan pada unsur tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh
banyaknya buku digital sehingga masyarakat merasa tidak perlu
untuk berkunjung ke perpustakaan.

Di samping itu, terdapat beberapa indikator yang meningkat
hingga memenuhi standar yang telah ditentukan, yaitu UPLM 6
(Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Perpustakaan) dan
UPLM7 (Jumlah Pemustaka). Hal ini mengindikasikan bahwa banyak
masyarakat yang menghimbau orang lain untuk meningkatkan
literasinya dengan berkunjung ke perpustakaan dan membaca.
Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa semakin banyak

masyarakat yang menjadi anggota perpustakaan.

2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan Sosial yang Adaptif mengacu pada sistem
jaminan sosial yang mampu merespons dinamika risiko dan
kebutuhan masyarakat, termasuk guncangan ekonomi, bencana

alam, atau krisis kesehatan, seperti pandemi.
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Gambar 2.18 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan

Nasional dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)
Sumber: BPJS

Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional meningkat
dari 50,54 persen pada tahun 2020 menjadi 79,11 persen pada
tahun 2023. Sementara, pada tahun 2023 Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan hanya mencapai 18,30 persen. Hal ini
menunjukkan bahwa masih adanya masyarakat yang belum
berpartisipasi dalam program jaminan kesehatan. Pemerintah harus
meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam
program jaminan kesehatan agar seluruh layanan kesehatan dapat
dirasakan oleh masyarakat. Sementara itu, rendahnya jaminan
sosial ketenagakerjaan juga dapat disebabkan oleh beberapa
perusahaan belum mengikuti peraturan yang berlaku atau
banyaknya tenaga kerja yang bergerak bekerja di sektor informal.
Pemerintah harus menghimbau perusahaan untuk mendaftarkan
tenaga kerjanya sebagai peserta, serta menjangkau tenaga kerja
informal agar turut serta dalam program jaminan sosial
ketenagakerjaan. Pemerintah harus memastikan program jaminan
kesehatan dan sosial berjalan dengan baik, terutama responsif

terhadap kelompok rentan (lansia, disabilitas, pekerja informal),
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serta integrasi dengan layanan kesehatan. Pendekatan berbasis
teknologi dan kolaborasi sehingga mewujudkan perlindungan sosial
adaptif dan menjadi jaring pengaman yang efektif dalam mengurangi

kemiskinan dan ketidaksetaraan.

2.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Beragama maslahat merupakan paradigma transformatif
dalam memahami spiritualitas yang melampaui ritualistik formal,
melainkan mengejawantahkan nilai-nilai agama sebagai instrumen
penciptaan kemaslahatan universal. Pendekatan ini memosisikan
agama tidak sekadar sebagai sistem keyakinan individual, namun
sebagai kekuatan transformatif yang mendorong kesejahteraan
kolektif, meneguhkan etika sosial, dan menghasilkan kontribusi
positif bagi pembangunan kemanusiaan. Beragama maslahat
mensyaratkan pemahaman teologis yang inklusif, dialogis, dan
berbasis pada prinsip-prinsip kemanusiaan universal, yang mampu
menjembatani keragaman dan menciptakan harmoni sosial.

Berkebudayaan maju merupakan manifestasi dinamis dari
kemampuan masyarakat untuk mengintegrasikan warisan kultural
dengan inovasi progresif, menciptakan ruang di mana tradisi dan
modernitas berdialog secara produktif. Perspektif ini tidak sekadar
menghargai khazanah budaya sebagai warisan statis, melainkan
memaknainya sebagai Modal dinamis untuk pengembangan
peradaban. Kebudayaan maju ditandai dengan kapasitas adaptasi
tinggi, keterbukaan terhadap perubahan, kemampuan kritis, serta
komitmen untuk terus-menerus melakukan rekonstruksi nilai-nilai
kultural yang lebih bermakna dan kontekstual dengan tantangan

zamarn.

A Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama merupakan instrumen
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pengukuran sistematis yang menggambarkan kualitas interaksi,
toleransi, dan harmoni antar umat beragama dalam suatu wilayah.
Indikator ini tidak sekadar menghitung frekuensi interaksi,
melainkan mengukur kedalaman pemahaman, sikap saling
menghormati, dan kapasitas dialog konstruktif di antara berbagai

kelompok keagamaan.

B Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan instrumen
analitik komprehensif yang mengukur dinamika dan kualitas
transformasi kebudayaan dalam konteks pembangunan nasional.
Metrik ini tidak sekadar menilai aspek kuantitatif, melainkan
mengeksplorasi dimensi kualitatif perkembangan budaya yang
mencakup kapasitas inovasi, kreativitas, dan resiliensi masyarakat
dalam menghadapi perubahan zaman. Indeks kerukunan umat
beragama (IKUB) di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2023
sebesar 78,34. Hal ini menunjukkan bahwa indeks utama yang
dijadikan sebagai alat pengukuran bagi capaian program-program
kerukunan umat beragama di Kabupaten Labuhanbatu sehingga
menggambarkan kondisi dimana antar umat beragama dapat saling
menerima, menghormati dengan keyakinan masing-masing.

2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat
Inklusif

Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat
Inklusif merupakan tiga pilar penting dalam membangun
masyarakat yang maju dan berkeadilan. Keluarga berkualitas
dicirikan oleh pemenuhan kebutuhan dasar, pola pengasuhan yang
baik, serta akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang memadai.
Kesetaraan gender diwujudkan melalui penghapusan diskriminasi,
peningkatan partisipasi perempuan di berbagai sektor, dan

perlindungan terhadap hak-hak dasar semua individu. Sementara
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itu, masyarakat inklusif menekankan penerimaan terhadap
keberagaman, termasuk penyandang disabilitas, kelompok marginal,
dan minoritas, dengan memastikan mereka memiliki akses yang

sama terhadap sumber daya dan kesempatan.

A Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks pembangunan keluarga merupakan indikator untuk
melihat pencapaian pembangunan kualitas keluarga yang disusun
dari 3 indikator, yaitu indeks ketentraman, kemandirian, dan
kebahagiaan. Capaian indeks pembangunan keluarga pada

Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:

2021 2022 2023 2024
Gambar 2.19 Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten
Labuhanbatu

Sumber: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Indeks pembangunan keluarga Kabupaten Labuhanbatu
meningkat dari 54,95 poin menjadi 58,94 poin dari tahun 2022 ke
tahun 2023. Hal ini menandakan bahwa pembangunan kualitas
keluarga di Kabupaten Labuhanbatu semakin baik. Untuk
meningkatkan pembangunan keluarga, maka pemerintah dapat
meningkatkan keterampilan parenting pada orang tua melalui
edukasi parenting pra-nikah, peningkatan akses layanan gizi kepada

keluarga, akses pendidikan dan pekerjaan yang inklusif, serta
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memberikan bantuan sosial yang tepat sasaran terkhusus

masyarakat yang kurang mampu.

B Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah indikator komprehensif
untuk mengukur tingkat pemenuhan hak dan perlindungan anak di
suatu wilayah. Perlindungan anak memiliki tujuan memastikan
setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam

lingkungan yang aman dan mendukung.

2021 2022 2023

Gambar 2.20 Indeks Perlindungan Anak (Poin)
Sumber: KemenPPA

Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Labuhanbatu
meningkat dari 58,33 poin pada tahun 2021 menjadi 60,55 poin
pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan
signifikan dalam pemenuhan hak-hak dasar anak dan efektivitas
sistem perlindungan anak. Pemerintah harus meningkatkan regulasi
dan kebijakan terkait perlindungan anak sehingga anak-anak

merasa aman dan nyaman dari tindakan negatif.

C Indeks Pembangunan Gender
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Indeks Pembangunan Gander menggambarkan kesetaraan
akses pembangunan atau IPM antar penduduk perempuan dengan
penduduk laki-laki. Semakin besar angka IPG, maka semakin setara
akses pembangunan antar perempuan dengan laki-laki.

Perkembangan IPG Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:
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Gambar 2.21 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten
Labuhanbatu
Sumber: BPS

Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Labuhanbatu
meningkat dari 90,94 poin pada tahun 2021 menjadi 91,01 poin
pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa semakin
meningkatnya kesetaraan akses pembangunan dari segi pendidikan,
kesehatan, dan ekonomi yang dirasakan oleh penduduk perempuan.
Pemerintah ke depannya harus memastikan bahwa diskriminasi
terhadap gender semakin berkurang sehingga fasilitas dasar, seperti
pendidikan dan kesehatan juga semakin dirasakan oleh penduduk

perempuan.

D Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gander menggambarkan seberapa besar
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kontribusi wanita dari segi ketenagakerjaan serta keterlibatan politik
dalam pembangunan ekonomi. Perkembangan IPG Kabupaten

Labuhanbatu selama sebagai berikut:
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Gambar 2.22 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten

Labuhanbatu
Sumber: BPS

Indeks Pemberdayaan Gender kabupaten Labuhanbatu
cenderung menurun dari 71,52 poin pada tahun 2020 menjadi 59,07
poin pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa
keterlibatan penduduk perempuan dalam pembangunan ekonomi
semakin berkurang. Pemberdayaan kepada penduduk perempuan

perlu ditingkatkan agar mereka terlibat dalam pembangunan daerah.

E Indeks Ketimpangan Gender

Indeks  Ketimpangan  Gender mencerminkan  secara
komprehensif mengenai akses penduduk perempuan terhadap
pembangunan  pendidikan, kesehatan, pemberdayaan, dan
keterlibatan dalam pembangunan daerah. Indeks Ketimpangan
Gender mengukur ketimpangan gender dalam tiga dimensi utama,

yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi di pasar
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tenaga kerja Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten

Labuhanbatu sebagai berikut:
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Gambar 2.23 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten

Labuhanbatu
Sumber: BPS

Indeks Ketimpangan Gender berfluktuasi cenderung meningkat
dari 0,398 poin pada tahun 2019 menjadi 0,427 poin pada tahun
2023. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara laki-laki dan

perempuan dalam berbagai aspek kehidupan cenderung meningkat.

Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah suatu ukuran
komposit yang memberikan gambaran mengenai tingkat kemajuan
dan kesejahteraan pemuda di suatu wilayah. Indeks Pembangunan
Pemuda memiliki 5 domain dalam pengukurannya, meliputi 1)
Pendidikan; 2) Kesehatan dan Kesejahteraan; 3) Lapangan dan
Kesempatan Kerja; 4) Partisipasi dan Kepemimpinan; dan 5) Gender

dan Diskriminasi.

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan konstruksi kompleks yang

mencerminkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan
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ekosistem pembangunan berkelanjutan melalui optimalisasi potensi
sumber daya manusia, infrastruktur, dan modal sosial. Konstelasi
daya saing dibangun melalui interaksi dinamis antara kapasitas
kelembagaan pemerintahan, kualitas sumber daya manusia, dan
kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis.
Fondasi utama daya saing terletak pada kemampuan daerah
mengembangkan keunggulan kompetitif yang membedakannya dari
wilayah lain melalui inovasi berkelanjutan, pengembangan klaster
industri unggulan, dan penciptaan nilai tambah dari potensi sumber

daya lokal yang dimiliki.

2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing sumber daya manusia merupakan konstruksi
kompleks yang mencerminkan kapasitas fundamental sebuah
wilayah  untuk mengembangkan potensi manusia secara
komprehensif dan berkelanjutan. Konsep ini melampaui sekadar
pengukuran kuantitatif seperti tingkat pendidikan, melainkan
melibatkan transformasi sistemik yang mencakup pembangunan
kapabilitas intelektual, keterampilan adaptif, kreativitas inovatif, dan
karakter unggul yang mampu berkompetisi dalam lanskap global
yang semakin dinamis dan kompleks. Pembangunan daya saing
sumber daya manusia mensyaratkan pendekatan holistik yang
terintegrasi, mulai dari sistem pendidikan yang responsif,
pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan pasar, hingga
penciptaan ekosistem yang mendorong pertumbuhan potensi
individual dan kolektif.

Angka ketergantungan (dependency ratio) merupakan indikator
demografis kunci yang menggambarkan beban ekonomi penduduk
usia produktif dalam menanggung beban penduduk usia tidak
produktif dalam suatu wilayah. Metrik ini dihitung dengan
membandingkan jumlah penduduk usia tidak produktif (di bawah 15
tahun dan di atas 64 tahun) dengan penduduk usia produktif (15-64
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tahun), yang direpresentasikan dalam persentase. Semakin tinggi
angka ketergantungan menunjukkan beban ekonomi yang semakin
berat bagi kelompok usia produktif yang berimplikasi signifikan
terhadap struktur ekonomi, sistem jaminan sosial, dan kebijakan

pembangunan daerah.

2020 2021 2022 2023 2024

Gambar 2.24 Angka Ketergantungan (Per 100 Penduduk)
Sumber: BPS (Diolah, 2025)

Gambar tersebut menunjukkan tren penurunan angka
ketergantungan (dependency ratio) dari tahun 2020 hingga 2024. Hal
ini menunjukkan perubahan struktural demografis yang signifikan
dalam periode lima tahun tersebut. Meskipun penurunan terlihat
gradual, setiap penurunan angka ketergantungan memiliki
signifikansi strategis dalam konteks pembangunan berkelanjutan.
Semakin banyaknya penduduk wusia produktif, maka semakin
banyaknya supply angkatan kerja yang tersedia untuk membangun

daerah.

2.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan
produktivitas ekonomi merupakan simpul strategis dalam arsitektur
pembangunan daerah yang berkelanjutan. Ekosistem inovasi
dikonstruksikan melalui pendekatan sistemik yang memadukan

peran perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, dan
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pemerintah dalam menciptakan platform kolaborasi pengembangan
pengetahuan dan teknologi. Infrastruktur inovasi yang komprehensif
mencakup pembangunan pusat penelitian, insentif pengembangan
riset terapan, fasilitasi transfer teknologi, dan penciptaan ruang-
ruang kreativitas yang memungkinkan lahirnya solusi inovatif untuk
persoalan pembangunan daerah. Produktivitas ekonomi diartikan
secara holistik sebagai kemampuan sistemik untuk mentransformasi
potensi sumber daya menjadi nilai ekonomi yang lebih tinggi melalui
inovasi berkelanjutan. Strategi peningkatan produktivitas difokuskan
pada penguatan kapasitas sumber daya manusia, akselerasi adopsi
teknologi  digital, pengembangan klaster industri berbasis
keunggulan kompetitif daerah, dan penciptaan rantai nilai yang
memberikan kontribusi maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi
daerah. Pendekatan ini mensyaratkan investasi berkelanjutan dalam
pengembangan kompetensi SDM, penciptaan insentif bagi inovator
lokal, dan pembangunan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan
ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi. Keberhasilan
implementasi strategi iptek dan inovasi diukur dari kemampuan
daerah dalam menciptakan produk-produk bernilai tambah tinggi,
meningkatkan daya saing ekonomi, serta mentransformasi struktur
ekonomi dari berbasis sumber daya menuju ekonomi berbasis

pengetahuan dan inovasi.

A Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB Industri Pengolahan menggambarkan kontribusi
Sektor Industri Pengolahan terhadap perekonomian daerah. Sektor
ini menjadi sektor utama yang berkontribusi bagi perekonomian
daerah selama ini. Sektor Industri Pengolahan terus didorong agar

mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
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2020 2021 2022 2023 2024
Gambar 2.25 Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan (%)
Sumber: BPS

Data tersebut menunjukkan bahwa kontribusi industri
pengolahan mengalami penurunan terhadap perekonomian daerah.
Pada tahun 2020 kontribusi Sektor Industri Pengolahan sebesar
34,73 persen menurun menjadi 32,25 persen pada tahun 2024.
Penurunan ini perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah mengingat
Kabupaten Labuhanbatu perlu mendorong hilirisasi produk-produk
daerah agar memberikan nilai tambah yang berdaya saing sehingga
diharapkan dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemerintah perlu meningkatkan investasi pada Sektor Industri dan
memberdayakan SDM yang tersedia agar mampu menghasilkan

produk yang bernilai tambah.

B Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum

Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum menjadi indikator
yang menunjukkan kontribusi Sektor Pariwisata terhadap
perekonomian daerah. Hal ini karena pariwisata berkaitan dengan
konsumsi turis terhadap akomodasi (penginapan, hotel, dan lain-
lain) serta makan minum (café, rumah makan, restoran, dan lain-
lain). Sektor Pariwisata menjadi sektor yang penting karena
merupakan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Sektor ini memiliki

multiplier effect yang berdampak pada usaha sekitar.
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2020 2021 2022 2023 2024

Gambar 2.26 Rasio PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan

Makan Minum (%)
Sumber: BPS

Kontribusi sektor ini mengalami penurunan dari 1,43 persen
pada tahun 2020 menjadi 1,23 persen pada tahun 2024. Hal ini
dapat disebabkan oleh kurangnya daya tarik pariwisata di
Kabupaten Labuhanbatu sehingga menurunkan kunjungan
wisatawan ke daerah. Kurangnya destinasi wisata dan promosi dapat
menjadi penyebab kurangnya daya tari pariwisata. Pemerintah perlu
meningkatkan daya saing destinasi wisata, melalui pembangunan
destinasi wisata pada daerah potensial dan melakukan promosi yang
berkelanjutan agar meningkatkan kesadaran turis domestik dan

asing untuk berkunjung ke daerah.

C Rasio Kewirausahaan

Daya saing ekonomi daerah dapat diukur dari pertumbuhan
wirausaha di daerahnya. Wirausaha adalah individu yang
membangun usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi
dan membuka lapangan pekerjaan bagi pencari kerja. Dalam
mengukur pertumbuhan wirausaha di suatu daerah, maka dapat
dilihat dari rasio kewirausahaan. Rasio kewirausahaan merupakan
perbandingan antara penduduk yang berusaha sendiri dan memiliki

setidaknya 1 orang buruh/karyawan terhadap seluruh angkatan
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kerja. Perkembangan rasio kewirausahaan Kabupaten Labuhanbatu

sebagai berikut:

7,84
7,07
2020 2021 2022 2023 2024
Gambar 2.27 Rasio Kewirausahaan Kabupaten Labuhanbatu

Sumber: BPS (diolah, 2025)

Data tersebut menunjukkan bahwa rasio kewirausahaan
meningkat dari 6,07 persen pada tahun 2020 menjadi 7,07 persen
pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pertumbuhan
wirausaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten
Labuhanbatu. Pemerintah perlu meningkatkan  kapasitas
masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan menumbuhkan jiwa
kewirausahaan masyarakat. Pemerintah juga harus memberikan
dukungan baik berupa modal, perizinan, atau bantuan lainnya agar
masyarakat semakin berminat untuk membangun wusaha.
Peningkatan wirausaha juga diharapkan dapat membuka lapangan
pekerjaan bagi masyarakat sekitar sehingga setiap masyarakat

secara inklusif dapat bertumbuh secara ekonomi.

D Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan
indikator makro yang digunakan untuk melihat kondisi
ketenagakerjaan di suatu daerah. Tingginya TPAK menandakan
bahwa ketersediaan angkatan kerja di suatu daerah semakin
banyak. Tingkat  Partisipasi Angkatan Kerja merupakan

perbandingan penduduk yang bekerja dan sedang
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menganggur/mencari kerja dengan seluruh penduduk usia produktif
(15-64 tahun). Perkembangan TPAK di Kabupaten Labuhanbatu

sebagai berikut:

2020 2021 2022 2023 2024

Gambar 2.28 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten
Labuhanbatu
Sumber: BPS

Data pada gambar tersebut menunjukkan bahwa terjadi
penurunan TPAK dari 64,91 persen pada tahun 2020 menjadi 61,84
persen pada tahun 2021, lalu kembali meningkat hingga mencapai
65,46 persen pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa terjadi
peningkatan  ketersediaan angkatan kerja di = Kabupaten
Labuhanbatu. Pemerintah perlu menyikapi peningkatan tersebut
dengan meningkatkan keterampilan tenaga kerja yang tersedia
melalui pelatihan dan pendidikan. Hal ini dimaksudkan untuk
meningkatkan kualitas SDM yang tersedia di Kabupaten
Labuhanbatu sehingga dapat memenuhi kebutuhan dunia usaha

dan dunia industri dan berkontribusi bagi kemajuan daerah.

E Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah indikator komprehensif
yang mengukur kemampuan suatu wilayah dalam menciptakan,

mengadopsi, dan menerapkan inovasi untuk mendorong
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pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

2021 2022 2023 2024

Gambar 2.29 Indeks Inovasi Daerah (Poin)
Sumber: Kemendagri

Indeks Inovasi Daerah meningkat dari 49,51 poin pad tahun
2021 menjadi 54,55 poin pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan
bahwa semakin inovatifnya layanan yang dihasilkan oleh perangkat
daerah di Kabupaten Labuhanbatu. Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu harus tetap mendorong setiap perangkat daerah untuk
menghasilkan inovasi yang berdampak bagi masyarakat luas.
Peningkatan kapasitas dan keterampilan ASN perlu ditingkatkan
agar menghasilkan terobosan-terobosan/program yang inovatif

untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik.

F Jasa Keuangan

Jasa keuangan merujuk pada seluruh aktivitas dan layanan
yang berhubungan dengan pengelolaan uang dan aset. Sektor ini
mencakup berbagai lembaga dan produk, seperti perbankan,
asuransi, pasar modal, lembaga pembiayaan, dan investasi. Jasa
keuangan berfungsi sebagai perantara dalam memfasilitasi arus

modal antara pihak yang memiliki surplus (investor) dan pihak yang
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membutuhkan sumber pendanaan (peminjam atau pengusaha).
Selain itu, sektor ini juga memiliki peran penting dalam mengelola
risiko, menciptakan likuiditas, dan mendukung stabilitas ekonomi

melalui berbagai instrumen finansial.

Tabel 2.18 Capaian Indikator Jasa Keuangan

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024
Rasio PDRB Sektor Jasa 1,16 1,12 1,11 1,08 1,03
Keuangan (%)
Indeks Akses Keuangan Daerah N/A N/A 4,13 4,18 4.29

(Poin)
Total Dana Pihak Ketiga terhadap

PDRB ADHB (%) 0,09 0,11 0,10 0,10 0,16

Total Kredit/PDRB ADHB (%) 0,18 0,18 0,21 0,21 0,22
Nilai Transaksi Saham Berupa

Nilai Rata-rata Tahunan (Rp N/A 186,19 80,42 87,41 48,73
miliar)

Sumber: BI (diolah, 2025) & BPS

Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan cenderung menurun dari
1,16 persen pada tahun 2020 menjadi 1,03 persen pada tahun 2024.
Hal ini menandakan bahwa semakin menurunnya aktivitas
perekonomian pada sektor keuangan, baik lembaga keuangan bank
maupun non-bank. Hal ini mengindikasikan bahwa masih
rendahnya kebutuhan masyarakat dalam memperoleh dan
memanfaatkan produk-produk keuangan di daerah. Rendahnya
kontribusi tersebut juga disebabkan oleh kurangnya ketersediaan
lembaga keuangan di Kabupaten Labuhanbatu. Indeks Akses
Keuangan Daerah (IKAD) merupakan indeks komposit yang
dikembangkan untuk menyediakan indikator kuantitatif dalam
kerangka pengukuran yang lebih komprehensif. IKAD memanfaatkan
data dari sisi penawaran (supply side) dan permintaan (demand side)
untuk menilai kinerja akses, penggunaan layanan, serta kedalaman
keuangan. IKAD Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2022 sebesar
4,13 poin meningkat hingga tahun 2024 mencapai sebesar 4,29 poin,
di mana hal ini berarti kinerja inklusi keuangan Kabupaten
Labuhanbatu berada dalam kategori “Hampir Unggul”.

Total Dana Pihak ketiga terhadap PDRB ADHB mengalami
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fluktuasi dan cenderung meningkat dari tahun 2020 sebesar 0,09
menjadi sebesar 0,16 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan
bahwa total dana pihak ketiga PDRB ADHB mengalami peningkatan
selama 5 tahun. Total kredit/PDRB ADHB cenderung meningkat dari
tahun 2020 sebesar 0,18 persen menjadi sebesar 0,22 persen pada
tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa rasio total kredit yang
disalurkan oleh pihak perbankan Kabupaten Labuhanbatu semakin
meningkat. Nilai Transaksi Saham Berupa Nilai Rata-rata Tahunan
(Rp miliar) merupakan total transaksi jual dan beli yang dilakukan
oleh masyarakat Kabupaten Labuhanbatu secara rata-rata dalam
setahun. Nilai transaksi saham menurun dari Rp 186,19 miliar pada
tahun 2021 menjadi Rp 48,73 miliar pada tahun 2024, hal ini
menandakan bahwa aktivitas masyarakat dalam pasar modal di
mana dalam hal ini pasar sekunder semakin menurun. Pemerintah
Kabupaten Labuhanbatu perlu meningkatkan literasi keuangan
masyarakt melalu program peningkatan literasi keuangan atau dapat
berkolaborasi  dengan  pihak lembaga  keuangan = untuk
menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat terkait produk-

produk keuangan.

2.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru menjadi strategi kunci
dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dengan memadukan
pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Ekonomi Hijau
berfokus pada pengurangan emisi karbon melalui transisi energi
terbarukan seperti PLTS dan PLTB, penerapan sistem pertanian
presisi, serta pengembangan kota hijau dengan transportasi ramah
lingkungan. Sementara itu, Ekonomi Biru memanfaatkan potensi
kelautan secara berkelanjutan melalui ekowisata bahari, perikanan
berbasis kuota, dan bioteknologi kelautan untuk mengurangi
tekanan pada ekosistem pesisir. Integrasi kedua konsep ini terlihat

dalam inisiatif seperti budidaya rumput laut yang sekaligus
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menyerap karbon dan meningkatkan pendapatan nelayan, atau

pembangkit angin lepas pantai yang menghasilkan energi bersih.

A Energi Baru Terbarukan

Energi Baru Terbarukan (EBT) adalah pilar utama untuk
transisi menuju sistem energi yang bersih, berkelanjutan, dan
mandiri di masa depan. EBT memberikan solusi untuk mengatasi
krisis perubahan iklim sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi
hijau dengan memanfaatkan kekuatan alam seperti matahari, angin,
dan air. Dalam mendorong peningkatan pemanfaatan EBT, maka
pemerintah Kabupaten Labuhanbatu perlu menggali potensi PLT-
EBT yang ada di daerah serta meningkatkan investasi untuk PLT-

EBT.

2.3.4 Transformasi Digital

Transformasi digital adalah proses integrasi teknologi digital ke
dalam seluruh aspek ekonomi, pemerintahan, dan masyarakat untuk
meningkatkan efisiensi, inovasi, dan kualitas layanan. Transformasi
digital menjadi kunci daya saing di era ekonomi berbasis
pengetahuan. Proses ini tidak sekadar menggantikan sistem manual
menjadi digital, tetapi juga mengubah pola pikir, budaya kerja, dan

model bisnis agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

A Indeks Masyarakat Digital

Indeks Masyarakat Digital mengukur kondisi adaptasi
teknologi di suatu daerah. Indeks ini disusun oleh 4 pilar, yaitu
Infrastruktur dan Ekosistem, Keterampilan Digital, Pemberdayaan,
dan Pekerjaan di mana masing-masing pilar memiliki sub pilar
penyusunnya juga. Apabila indeks ini semakin meningkat, maka
mencerminkan semakin tingginya adaptasi digital di suatu daerah.
Pada Kabupaten Labuhanbatu, penilaian indeks masyarakat digital

sebagai berikut:
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Tabel 2.19 Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Labuhanbatu

Pilar 2022 2023 2024 ‘ Sub Pilar 2022 2023 2024
Akses dan Adopsi 4 44 61,21 64,23
Teknologi
Infrastruktur Ekosistem
dan 46,51 59,57 56,52 . 48,57 52,72 45,88
. Pembelajaran
Ekosistem Dicitali .
igitalisasi ~
Pemerintah 70,30 65,33
Komplementaritas 67,08 64,75 61,09
gfgtftr aalmp‘lan 65,20 62,43 60,29  Pengenalan 69,14 63,54 61,75
Keamanan TIK 59,43 59,13 58,09
Konsumen/
33,79 34,14 34,92
Pemberdayaa 5755 2728 20,67 Pengguna
Penjual/Penyedia 21,31 20,43 24,43
Permintaan 47,31 53,65 56,66
Pekerjaan 29,76 38,43 35,98
Penawaran 12,22 23,21 15,29

Sumber: Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa indeks masyarakat digital
meningkat dari 42,01 poin pada tahun 2022 menjadi 46,76 poin
pada tahun 2023, lalu menurun pada tahun 2024 menjadi 45,78
poin. Infrastruktur dan ekosistem mencerminkan pembangunan dan
penerapan teknologi di daerah. Jika dilihat dari sub-pilarnya, Akses
dan Adopsi Teknologi mengalami peningkatan setiap tahunnya
mencapai 64,23 poin. Hal ini berarti bahwa semakin banyak
masyarakat, bisnis, dan institusi yang memperoleh akses dan
menggunakan teknologi dalam aktivitasnya. Sementara, sub-pilar
Ekosistem Pembelajaran menurun menandakan bahwa semakin
menurunnya adopsi teknologi pada sekolah di Kabupaten
Labuhanbatu. Begitu juga dengan Digitalisasi Pemerintah, di mana
hal ini mengindikasikan bahwa semakin kurangnya implementasi
teknologi dalam pemerintahan.

Keterampilan Digital mencerminkan kemampuan masyarakat
dalam menggunakan perangkat digital, memahami informasi, dan
mencari informasi secara digital, serta memahami risiko dalam
penggunannya. Pada tahun 2024 sub-pilar dari Pilar Keterampilan
Digital mengalami penurunan menunjukkan bahwa adanya

penurunan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan teknologi.
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Pilar Pemberdayaan mencerminkan tingkat penggunaan
teknologi baik dari segi produksi dan konsumsi. pada Pilar Pekerjaan
mencerminkan ketersediaan lapangan pekerjaan yang membutuhkan
keahlian digital dan ketersediaan tenaga kerja dengan keahlian
digital. Kedua sub-pilar penyusunnya mengalami peningkatan, hal
ini menandakan bahwa adanya keselarasan antara permintaan dan
penawaran tenaga kerja dengan keahlian digital di Kabupaten
Labuhanbatu. Sub-Pilar Konsumen /Pengguna dan Penjual/Penyedia
meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tingginya
aktivitas konsumtif dan produktif masyarakat dengan memanfaatkan
teknologi.

Pilar Pekerjaan menunjukkan ketersediaan dan kebutuhan
terhadap tenaga kerja dengan keahlian di bidang teknologi. Pada
Sub-Pilar Permintaan terjadi peningkatan, sementara Sub-Pilar
Penawaran terjadi penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa
kebutuhan terhadap tenaga kerja dengan keahlian teknologi semakin
meningkat, sementara ketersediaan tenaga kerja dengan keahlian

teknologi semakin menurun.

2.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi Ekonomi Domestik dan Global adalah proses dinamis
yang menghubungkan sistem ekonomi nasional dengan perdagangan
internasional, menciptakan jejaring ekonomi yang saling tergantung
dan terintegrasi. Konsep ini mencakup upaya strategis untuk
mengoptimalkan potensi domestik sekaligus memanfaatkan peluang
pasar global melalui berbagai instrumen kebijakan perdagangan,

investasi, dan kerja sama ekonomi.

Tabel 2.20 Indikator Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024

Pembentukan Modal Tetap
Bruto terhadap PDRB (%)

Ekspor Barang dan Jasa
terhadap PDRB (%)

23,43 23,44 23,16 23,27 23,14

38,35 40,02 41,56  N/A N/A
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Indikator 2020 2021 2022 2023 2024

Kontribusi Sektor Perdagangan

terhadap PDRB (%) 17,81 17,50 17,59 17,57 17,96

Sumber: BPS

Pembentukan modal tetap bruto terhadap PDRB di Kabupaten
Labuhanbatu mengalami fluktuasi namun cenderung menurun dari
tahun 2020 sebesar 23,43 persen menurun menjadi 23,14 persen
pada tahun 2024. Sementara, Ekspor Barang dan Jasa terhadap
PDRB meningkat dari 38,35 persen pada tahun 2020 menjadi 41,56
persen pada tahun 2022. Namun, pada masa mendatang diharapkan
kontribusi PMTB semakin menurun, sementara Ekspor Barang dan
Jasa meningkat. Penurunan tersebut bukan berarti mengharapkan
penurunan nilai PDRB-nya, namun hanya kontribusinya saja yang
bergeser ke Ekspor Barang dan Jasa. Kontribusi Sektor Perdagagan
terhadap PDRB di Kabupaten Labuhanbatu meningkat dari 17,81
persen pada tahun 2020 menjadi 17,96 persen pada tahun 2024. Hal
ini menandakan bahwa aktivitas perekonomian di Kabupaten
Labuhanbatu semakin banyak dari Sektor Perdagangan. Pemerintah
Kabupaten Labuhanbatu dapat memberikan dukungan pada Sektor
Perdagangan melalui pembangunan sentra perdagangan,
peningkatan infrastruktur untuk distribusi produk, memberdayakan
pelaku  UMKM, serta memfasilitasi UMKM daerah dengan

kemudahan ekspor.

A Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Penanaman Modal Dalam Negeri merupakan investasi yang
ditanamkan oleh investor domestik, baik perorangan maupun badan
usaha pada suatu daerah. Perkembangan realisasi investasi PMDN

menurut sektor dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.21 Realisasi Investasi PMDN menurut Sektor

2022 2023
Sektor
Proyek Investasi Proyek Investasi
Tanaman (01-2020) Pertanian Tanaman,
Pangan, Peternakan, Perburuan dan 19 159.008,20 21 155.902,90
Perkebunan, Kegiatan YBDI
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2022 2023
Sektor
Proyek Investasi Proyek Investasi
gi‘?emakan Total 19 159.008,20 21 155.902,90
Industel (10-2020) Industri Makanan 10 103.477,00 10 87.538,80
Makanan Total 10 103.477,00 10 87.538,80

(22-2020) Industri Karet,

Industri Karet  Barang Dari Karet Dan Plastik 1 356,90 1 299,40
dan Plastik
Total 1 356,90 1 299,40
(35-2020) Pengadaan Listrik,
Listrik, Gas Gas, Uap / Air Panas Dan 1 0,00
dan Air Udara Dingin
Total 1 0,00
(12-2020) Konstruksi 1 1.600,00 6 608,50
angunan Sipil
Konstruksi (43-2020) Konstruksi Khusus 2 554,00
Total 1 1.600,00 8 1.162,50
(46-2020) Perdagangan Besar,
Bukan Mobil Dan Sepeda 13 3.134,50 17 633,00
Motor
(47-2020) Perdagangan Eceran,
Perdagangan  Bukan Mobil dan Motor 18 1.617,00 10 344,50
dan Reparasi 45 5020) Perdagangan,
Reparasi dan Perawatan Mobil 14 4.153,40 16 339,90
dan Sepeda Motor
Total 45 8.904,90 43 1.317,40
(56-2020) Penyediaan
Hotel dan Makanan dan Minuman 3 700,10 6 2.886,90
Restoran
Total 3 700,10 6 2.886,90
(52-2020) Pergudangan dan
Aktivitas Penunjang Angkutan 1 0,00 S 2.092,00
Transportasi, . .
Gudang dan (61-2020) Telekomunikasi 1 0,00
Telekomunika  (49-2020) Angkutan Darat dan 1 0.00
si Angkutan melalui Saluran Pipa ’
Total 1 0,00 7 2.092,00
(85-2020) Pendidikan
(86—2020) Aktivitas Kesehatan 9 36,70 4 409,10
Manusia
(70-2020) Aktivitas Kantor
Pusat dan Konsultasi 1 167,40 1 5,90
Manajemen
(74-2020) Aktivitas profesional, 1 5.00
ilmiah dan teknis lainnya ’
Jasa Lainnya  (78-2020) Aktivitas
. 1 5,00
Ketenagakerjaan
(93-2020) Ak.tivit.as Olahraga 1 1.836,80
Dan Rekreasi Lainnya
(59-2020) Aktivitas Produksi
Gambar Bergerak, Video Dan 3 0.00

Program Televisi, Perekaman
Suara Dan Penerbitan Musik

Total 3 204,10 11 2.261,80

Sumber: BKPM NSWI
Berdasarkan data yang diperoleh dari NSWI, investasi PMDN
mengalami penurunan dari Rp 274.251,20 juta pada tahun 2022
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menjadi Rp 253.461,70 juta pada tahun 2023, namun jumlah proyek
meningkat dari 83 proyek menjadi 108 proyek. Pada tahun 2023
investasi terbesar pada Sektor Pertanian Tanaman, Peternakan,
Perburuan, dan kegiatan YBDI sebesar Rp 155.902,90 juta dengan
jumlah proyek sebanyak 21 proyek, kemudian Sektor Industri
Makanan sebesar Rp 87.538,80 juta dengan jumlah proyek sebanyak
10 proyek.

2.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan
Ekonomi

Konsep pusat pertumbuhan ekonomi tidak lagi dipahami
secara dikotomis, melainkan sebagai sistem terintegrasi yang saling
mendukung dan memberdayakan. Wilayah perkotaan bukan sekadar
sebagai konsentrasi infrastruktur dan aktivitas ekonomi, melainkan
sebagai simpul transformasi yang mampu mendorong akselerasi
pembangunan wilayah sekitarnya. Pendekatan ini mensyaratkan
strategi pengembangan yang holistik yang menempatkan
interkoneksi antara kawasan perkotaan dan perdesaan sebagai
modal utama penciptaan nilai ekonomi berkelanjutan. Wilayah
perkotaan berperan sebagai katalis transformasi ekonomi,
menciptakan ekosistem inovasi, menyediakan akses pasar, dan
mengembangkan infrastruktur pendukung, sementara wilayah
pedesaan menjadi sumber daya strategis dengan potensi produksi,

keragaman komoditas, dan modal sosial budaya.

A Indeks Infrastruktur

Indeks Infrastruktur adalah suatu ukuran kuantitatif yang
menggambarkan tingkat ketersediaan, kapasitas, dan kualitas dari
berbagai fasilitas fisik yang mendukung kegiatan ekonomi dan sosial
suatu wilayah. Indeks ini mengkombinasikan data dari berbagai
sektor utama seperti transportasi (jalan, tol, rel, bandara,

pelabuhan), energi (kelistrikan, jaringan gas), telekomunikasi

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu II-64



Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2026

(jaringan broadband, tower sinyal), air bersih, dan sanitasi.
Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran objektif dan terukur
tentang kelengkapan infrastruktur yang dimiliki, yang selanjutnya
dapat digunakan untuk membandingkan pencapaian antarwilayah

atau memantau perkembangan dari waktu ke waktu.

B Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur adalah suatu ukuran
kualitatif yang menilai persepsi dan tingkat kepuasan pengguna
(masyarakat atau pelaku usaha) terhadap kualitas layanan yang
diberikan oleh suatu infrastruktur. Indeks ini bersifat subjektif dan
berfokus pada pengalaman langsung dari masyarakat.

C Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian
Layak dan Terjangkau

Akses terhadap hunian layak dan terjangkau merupakan salah
satu aspek krusial dalam upaya peningkatan kualitas hidup rumah
tangga. Hunian yang layak tidak hanya memberikan tempat tinggal,
tetapi juga menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan
mendukung perkembangan sosial ekonomi penghuninya. Persentase
Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan
terjangkau dijelaskan bahwa rumah yang memenuhi persyaratan
keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan
serta kesehatan penghuninya yang mampu dijangkau oleh seluruh

lapisan masyarakat.

D Persentase Desa Mandiri

Desa Mandiri adalah konsep pemberdayaan wilayah pedesaan
yang mengintegrasikan potensi lokal, sumber daya manusia, dan
lingkungan untuk mencapai kemandirian ekonomi, sosial, dan
berkelanjutan. Dalam konteks ini, desa tidak lagi dipandang sebagai

wilayah tertinggal, melainkan sebagai pusat pengembangan inovasi
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dan produktivitas berbasis kearifan lokal. Konsep desa mandiri
mencakup pengembangan ekonomi produktif melalui pemberdayaan
UMKM, optimalisasi potensi pertanian dan sumber daya alam,
penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan keterampilan,

dan pengembangan infrastruktur sosial-ekonomi.

7,50

2023 2024

Gambar 2.30 Persentase Desa Mandiri (%)
Sumber: Kemendes

Persentase Desa Mandiri meningkat sejak tahun 2023 hingga
tahun 2024 mencapai 7,50 persen atau sebanyak 18 desa berstatus
mandiri di Kabupaten Labuhanbatu. Desa mandiri harus
ditingkatkan melalui pemanfaatan dana desa dan pengelolaan yang
optimal untuk membangun dan mendorong pertumbuhan ekonomi

pada setiap desa.
2.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas Ekonomi Makro adalah kondisi fundamental
perekonomian yang ditandai dengan keseimbangan berbagai
indikator makro ekonomi untuk menjamin pertumbuhan

berkelanjutan, meminimalkan gejolak, dan menciptakan lingkungan

kondusif bagi investasi dan pembangunan

A Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto
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(PDRB) merupakan indikator fundamental yang menggambarkan
kapasitas fiskal dan kemampuan keuangan daerah dalam
menghimpun potensi pendapatan asli daerah. Indikator ini bukan
sekadar ukuran penerimaan pajak, melainkan refleksi kompleks dari
dinamika ekonomi, kapasitas administrasi perpajakan, dan
efektivitas kebijakan fiskal daerah. Konstruksi rasio pajak
mencerminkan tingkat kemandirian keuangan daerah, kualitas
koordinasi antar-stakeholder perpajakan, serta kemampuan
pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal

menjadi instrumen pembangunan berkelanjutan.

2020 2021 2022 2023 2024

Gambar 2.31 Rasio Pajak terhadap PDRB (%)
Sumber: Badan Pendapatan Daerah (Diolah, 2024)

Rasio Pajak terhadap PDRB masih sangat kecil selama 5 tahun
terakhir berada pada angka di jauh di bawah 1 persen. Hal ini
menandakan bahwa pajak yang diterima oleh daerah berkontribusi
sangat kecil bagi perekonomian daerah. Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu perlu meningkatkan penerimaan pajaknya melalui

optimalisasi dan penggalian potensi pajak daerah.

B Tingkat Inflasi

Inflasi adalah fenomena ekonomi ketika harga barang dan jasa

secara umum mengalami kenaikan secara terus-menerus dalam
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periode tertentu, yang menyebabkan penurunan daya beli uang.
Secara sederhana, dengan jumlah uang yang sama, masyarakat akan

mendapatkan lebih sedikit barang/jasa dibanding sebelumnya.

Tabel 2.22 Inflasi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024 menurut
Kelompok Pengeluaran

Kelompok THE THIE THE Inflasim Inflasi
Pe:n :lul;:an Desember November Desember t:in t:s y
g 2023 2024 2024 y

Makanan,
Minuman, dan 104,56 108,31 110,75 2,25 5,92
Tembakau
Pakaian dan Alas 111,31 110,01 114,02 3,65 2,43
Kaki
Perumahan, Air,
Listrik, dan Bahan
Bakar Rumah 103,12 101,83 101,86 0,03 -1,22
Tangga
Perlengkapan,
Peralatan, dan
Pemeliharaan 106,45 106,8 107,1 0,28 0,61
Rutin Rumah
Tangga
Kesehatan 109,36 112,24 112,24 ~0 2,63
Transportasi 113,76 114,16 114,25 0,08 0,43
Informasi,
Komunikasi, dan 101,92 101,74 101,74 ~0 -0,18
Jasa Keuangan
Rekreasi,
Olahraga, dan 110,43 113,44 113,18 -0,23 2,49
Budaya
Pendidikan 100,54 100,54 100,54 ~0 ~0
Penyediaan
Makanan dan 109,84 111,92 111,98 0,05 1,95
Minuman/Restora
n
Perawatan Pribadi 4 4 126,72 126,52 0,16 6,22
dan Jasa Lainnya

Sumber: BPS

Inflasi di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2024 sebesar
3,36 persen, di mana inflasi terbesar berasal dari Kelompok
Pengeluaran Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 6,22
persen dan Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 5,92 persen.

Pemerintah daerah perlu memperhatikan hal tersebut mengingat
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cukup tingginya angka inflasi yang berada di atas 2 persen.
Pemerintah perlu menjaga kestabilan harga barang-barang
kebutuhan pokok dengan memastikan ketersediaan barang yang

cukup dan distribusi yang merata ke seluruh wilayah.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum merupakan layanan yang disediakan
oleh  pemerintah  kepada  masyarakat untuk  memenuhi
kebutuhannya. Aspek-aspek ini menjadi tolok ukur kualitas dan

efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik.

2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Regulasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan
adaptif merupakan fondasi fundamental dalam mewujudkan sistem
administrasi negara yang modern, transparan, dan responsif
terhadap dinamika perubahan. Konsep ini tidak sekadar
membangun mekanisme birokrasi yang efisien, melainkan
mentransformasi paradigma tata kelola pemerintahan menjadi
ekosistem kelembagaan yang mampu menghasilkan kebijakan
berkualitas, berorientasi pada kepentingan publik, dan senantiasa
berkomitmen pada  prinsip-prinsip integritas. Pendekatan
komprehensif ini mensyaratkan pembangunan sistem yang
terintegrasi, di mana setiap komponen birokrasi difungsikan sebagai
instrumen pelayanan publik yang akuntabel, berkinerja tinggi, dan
memiliki kemampuan adaptasi terhadap kompleksitas tantangan

pembangunan.

Tabel 2.23 Capaian Indikator Regulasi dan Tata Kelola yang
Berintegritas dan Adaptif

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024
Indeks Reformasi Birokrasi
(Poin)
Indeks Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (Poin)

N/A C C cc B

N/A 2,10 1,85 2,94 2,94
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Indikator 2020 2021 2022 2023 2024
Indeks Pelayanan Publik (Poin) 2,51 2,89 3,20 3,29 3,88

Indeks Kepuasan Masyarakat
(Poin)

Indeks Integritas Nasional (Poin) N/A 60,18 70,98 74,32 65,47
Sumber: KemenPAN-RB, jaga.id

N/A N/A N/A N/A N/A

Indeks Reformasi Birokrasi mengalami peningkatan dari C
menjadi B selama tahun 2021-2024. Hal ini menunjukkan bahwa
Pemerintah  Kabupaten Labuhanbatu semakin baik dalam
meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan
dan akuntabel. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
mengalami peningkatan dari 2,10 poin pada tahun 2021 menjadi
2,94 poin pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa
penerapan digitalisasi pada sistem pemerintahan di Kabupaten
Labuhanbatu semakin baik. Namun, masih diperlukan peningkatan
kualitas aplikasi dan situs pemerintah sehingga masyarakat dapat
mengakses pelayanan pemerintah dengan baik. Indeks Pelayanan
Publik meningkat dari 2,51 poin pada tahun 2020 menjadi 3,88 poin
pada tahun 2024. Indeks Pelayanan Publik adalah ukuran terhadap
pelayanan yang diberikan pemerintahan untuk publik. Hal ini
menandakan bahwa persepsi masyarakat terhadap pelayanan
pemerintah semakin baik. Indeks Integritas Nasional meningkat dari
60,18 dengan status “Rentan” pada tahun 2021 menjadi 74,32
dengan status “Waspada”, namun pada tahun 2024 menurun
menjadi 65,47 poin dengan status “Rentan” kembali. Hal ini
menunjukkan bahwa semakin rendahnya persepsi masyarakat
secara keseluruhan terhadap integritas pemerintahan Kabupaten
Labuhanbatu. Maka dari itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan
sistem pemerintahannya menjadi lebih transparan dan berkadilan
bagi seluruh masyarakat tanpa. Peningkatan sistem digital,
transparansi anggaran, dan peningkatan profesionalitas ASN dalam
memberikan pelayanan kepada publik menjadi faktor yang perlu

diperhatikan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
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2.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh,
dan Demokrasi Substansial

Hukum berkeadilan, keamanan nasional yang tangguh, dan
demokrasi substansial merupakan pilar fundamental dalam
mewujudkan sistem ketatanegaraan yang bermartabat, berkeadaban,
dan berkeadilan. Konstruksi ini melampaui pendekatan prosedural
konvensional, menciptakan ekosistem hukum dan demokrasi yang
secara substantif mampu menjamin perlindungan hak-hak
fundamental warga negara, menegakkan supremasi hukum, dan
membangun mekanisme keamanan yang komprehensif. Pendekatan
holistik ini mensyaratkan transformasi sistemik dalam berbagai
dimensi, mulai dari reformasi kelembagaan, penguatan sistem
peradilan, hingga pembangunan kesadaran hukum dan demokratis
yang bermakna. Hukum tidak lagi dipahami sekadar sebagai
instrumen regulasi, melainkan sebagai instrumen keadilan sosial
yang mampu menjembatani berbagai kepentingan dan meresolusi

konflik secara konstruktif.

Tabel 2.24 Capaian Indikator Hukum Berkeadilan, Keamanan
Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024
Persentase Penegakan Perda
(%)

Persentase Capaian Aksi HAM
(%)

Indeks Demokrasi Indonesia
(Poin)

Indeks Rasa Aman (Poin) N/A N/A N/A N/A N/A

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

N/A N/A 47,33 80,97 N/A

N/A N/A N/A N/A N/A

Indeks Ketenteraman dan

Ketertiban (Poin) N/A N/A N/A N/A N/A

Sumber: SatpolPP

Persentase penegakan Perda di Kabupaten Labuhanbatu
sebesar 100,00 persen, hal ini menandakan bahwa aparatur penegak
hukum di Kabupaten Labuhanbatu terus bekerja maksimal dalam
menjaga keamanan dan kenyamanan publik. Persentase Capaian

Aksi HAM meningkat dari 47,33 persen pada tahun 2022 menjadi
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80,97 persen pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa
semakin tingginya tingkat Lkeberhasilan dalam melaksanakan
berbagai kegiatan atau program yang bertujuan untuk melindungi

dan memajukan HAM.

2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar
Kawasan

Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar
kawasan merupakan konstruksi strategis komprehensif yang
melampaui  pendekatan  konvensional keamanan = nasional,
mencerminkan kemampuan fundamental suatu negara untuk
membangun sistem pertahanan dinamis dan diplomasi proaktif
dalam lanskap geopolitik global yang semakin kompleks dan tidak
pasti. Konsep ini tidak sekadar fokus pada kapasitas militer,
melainkan  mengintegrasikan  secara = sistematis  instrumen
diplomatik, pertahanan, ekonomi, teknologi, dan soft power dalam

kerangka penciptaan stabilitas kawasan yang berkelanjutan.

A Indeks Daya Saing Daerah

Daya saing daerah dilihat dari kemampuan ekonomi daerah,
fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim investasi, dan sumber daya
manusia. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengeluarkan
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang mencakup 34 provinsi dan
514 kabupaten/kota. Perhitungan IDSD didasarkan pada empat
komponen, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia,
pasar, dan ekosistem inovasi. Pada tahun 2023 perhitungan terjadi
perubahan perhitungan IDSD untuk kabupaten/kota. Hasil evaluasi

IDSD Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:

Tabel 2.25 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Labuhanbatu

Aspek Pilar 2023 2024
Lingkungan Pendukung Institusi 3,78 4,22
Lingkungan Pendukung Infrastruktur 2,26 3,49
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Aspek Pilar 2023 2024
Lingkungan Pendukung Adopsi TIK 4,46 4,68
Lingkungan Pendukung Stabilitas Ekonomi Makro 2,81 3,68
SDM Kesehatan 3,87 3,82
SDM Keterampilan 3,52 3,82
Pasar Pasar Produk 2,04 2,42
Pasar Pasar Tenaga Kerja 2,91 2,79
Pasar Sistem Keuangan 1,03 2,23
Pasar Ukuran Pasar 4,52 4,54
Ekosistem Inovasi Dinamisme Bisnis 2,99 3,75
Ekosistem Inovasi Kapabilitas Inovasi 1,84 1,74

Sumber: BRIN

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pilar yang memiliki nilai
tertinggi pada IDSD Kabupaten Labuhanbatu adalah Ukuran Pasar
sebesar 4,54 poin. Ukuran Pasar berdampak pada produktivitas
sehingga ketika semakin besar ukuran pasar maka semakin tinggi
peluang pelaku bisnis dalam mengeksploitasi skala ekonomi. Ukuran
pasar menguatkan struktur industri sehingga meningkatkan nilai
tambah. Capaian yang tinggi ini mengindikasikan bahwa skala
ekonomi di Kabupaten Labuhanbatu sangat baik dan dapat
dimanfaatkan oleh pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya.
Kemudian, Adopsi TIK sebesar 4,68 poin. Adopsi TIK mengukur
tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada
Kabupaten Labuhanbatu. Angka yang tinggi mengindikasikan bahwa
infrastruktur jaringan telekomunikasi serta pemanfaatan teknologi
informasi di Kabupaten Labuhanbatu sudah sangat baik dan dapat
dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Namun, yang menjadi permasalahan dalam Indeks Daya Saing
Daerah Kabupaten Labuhanbatu adalah Kapabilitas Inovasi dengan
nilai sebesar 1,74 poin. Pilar Kapabiltias Inovasi mencerminkan
kualitas dan kuantitas riset dan inovasi daerah. Capaian rendah ini
menunjukkan bahwa masih kruangnya inovasi-inovasi yang
dihasilkan oleh Kabupaten Labuhanbatu. Pemerintah Kabupaten

Labuhanbatu perlu mendorong minat masyarakat untuk melakukan
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inovasi melalui dukungan berupa pendanaan dan fasilitas untuk

riset dan inovasi.

B Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas merupakan tingkat atau risiko penduduk
terkena tindak kriminal atau kejahatan. Angka kriminalitas diukur
dari jumlah kejahatan yang terjadi dalam setahun per 10.000
penduduk. Angka kriminalitas menunjukkan berapa banyak
penduduk yang terkena tindak kriminal dalam satu tahun dari
10.000 penduduk. Perkembangan angka kriminalitas pada
Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada gambar berikut:

53,11

47,24
48,05

45,39

2020 2021 2022 2023

Gambar 2.32 Angka Kriminalitas Kabupaten Labuhanbatu
Sumber: BPS (diolah, 2024)

Berdasarkan data tersebut, angka kriminalitas Kabupaten
Labuhanbatu cenderung meningkat dari 45,39 per 10.000 penduduk
pada tahun 20250 menjadi 48,05 per 10.000 penduduk pada tahun
2023. Hal ini menandakan bahwa pada tahun 2023 terdapat sekitar
48 orang dari 10.000 penduduk yang berpotensi mengalami tindak
pidana. Tingkat kriminalitas di Kabupaten Labuhanbatu yang

semakin meningkat dapat mempengaruhi keputusan investor dalam
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berinvestasi.

2.4.4 Layanan Urusan Wajib Dasar

Layanan urusan wajib dasar merupakan instrumen
fundamental dalam mewujudkan sistem pelayanan publik yang
berkualitas, merata, dan berkeadilan sosial. Konstruksi layanan ini
mencerminkan komitmen negara untuk memenuhi hak-hak dasar
masyarakat dalam aspek fundamental kehidupan, meliputi
pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, perlindungan sosial, dan
pelayanan administratif publik. Pendekatan komprehensif ini tidak
sekadar membangun mekanisme pelayanan administratif, melainkan
mentransformasi sistem layanan menjadi instrumen pemberdayaan
masyarakat, pengurangan kesenjangan sosial, dan akselerasi
pembangunan berkelanjutan. Filosofi dasar layanan urusan wajib
adalah menjamin setiap masyarakat memperoleh akses layanan
berkualitas tanpa diskriminasi, menciptakan ruang kesetaraan

dalam memperoleh hak-hak dasar.

A Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek penting dalam meningkatkan
kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. Pembangunan dari
segi pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana
pendidikan, seperti sekolah, tenaga pendidik, teknologi, dan
sebagainya. Hal ini dilakukan agar masyarakat memiliki
pengetahuan dan wawasan, serta keahlian sehingga dapat bersaing

dan memenuhi kebutuhan industri di masa depan.

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Im-175



Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2026

m SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA mPT
© n
N~ O (o]
S g S o S = O @ 8
=g N 8 558 8 3 235
- o O o (o)) o O
o'\o © © ©
<
™~ o
N > S
o R -
: . i 1
2020 2021 2022 2023 2024

Gambar 2.33 Angka Partisipasi Kasar Kabupaten

Labuhanbatu
Sumber: BPS

Berdasarkan gambar tersebut, dalam jangka waktu 2020-
2024, Angka Partisipasi Kasar pada jenjang pendidikan SD/MI
menurun dari 106,06 persen menjadi 103,49 persen. Pada jenjang
pendidikan SMP/MTs mengalami peningkatan dari 101,79 persen
menjadi 94,28 persen. Pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA
menurun dari 87,26 persen menjadi 87,17 persen. Namun, pada
jenjang pendidikan Perguruan Tinggi mengalami peningkatan dari

12,77 persen menjadi 23,04 persen pada tahun 2023.
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Gambar 2.34 Angka Partisipasi Murni Kabupaten

Labuhanbatu
Sumber: BPS
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Angka Partisipasi Murni untuk seluruh jenjang pendidikan
mengalami penurunan selama tahun 2020-2024. Pada jenjang
pendidikan SD/MI, APM menurun dari 99,21 persen menjadi 98,84
persen. Begitu juga dengan pendidikan SMP/MTs yang menurun dari
86,14 persen menjadi 84,28 persen. Pada jenjang pendidikan
SMA/SMK/MA juga menurun dari 69,80 persen menjadi 59,25
persen. Sementara pada jenjang Perguruan Tinggi meningkat dari
11,43 persen menjadi 14,69 persen pada tahun 2023. Capaian

kinerja urusan pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2.26 Capaian Kinerja Pendidikan

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024

Proporsi Penduduk
Berusia 15 Tahun ke
Atas yang Berkualifikasi
Pendidikan Tinggi (%)
Persentase Pekerja
Lulusan Pendidikan
Menengah Tinggi Bekerja 63,13 69,42 64,28 63,54 N/A
di Bidang Keahlian

Menengah Tinggi (%)

12,27 14,12 11,12 10,49 11,48

Sumber: BPS (diolah, 2024), Dinas Pendidikan, & Dinas Tenaga Kerja

Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang
Berkualifikasi Pendidikan Tinggi sedikit menurun dari 12,27 persen
pada tahun 2020 menjadi 11,48 persen pada tahun 2024. Hal ini
menunjukkan bahwa semakin menurunnya masyarakat
berkualifikasi pendidikan tinggi di Kabupaten Labuhanbatu. Hal ini
disebabkan oleh masih adanya masyarakat yang kurang berminat
untuk menempuh pendidikan tinggi setelah SMA dan menjadi tenaga
kerja. Selain itu, terdapat beberapa masyarakat yang kurang mampu
untuk membiayai pendidikannya pada jenjang perguruan tinggi.
Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di
Bidang Keahlian Menengah Tinggi di Kabupaten Labuhanbatu
mengalami fluktuasi dan cenderung menurun dari tahun 2020
sebesar 63,13 persen menjadi sebesar 63,54 persen pada tahun
2023. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyaknya pekerja lulusan

pendidikan menengah dan tinggi yang sedang bekerja tidak sesuai
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dengan bidang keahlian.

B Kesehatan

Kesehatan merupakan aspek penting dalam menciptakan SDM
yang berkualitas. Dengan adanya masyarakat yang sehat, maka daya
pikir masyarakat juga semakin baik sehingga mampu mendorong
produktivitas daerah. Dalam mewujudkan hal tersebut, maka
pemerintah berupaya untuk menyediakan sarana dan prasarana
kesehatan, serta tenaga kesehatan yang profesional dalam
memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Jumlah Rumah Sakit Tahun 2020-2024 di Kabupaten
Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.27 Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Labuhanbatu

Kecamatan 2020 2021 2022 2023 2024
Bilah Hulu 2 - - - -
Pangkatan : - - - -

Bilah Barat - - - - -
Bilah Hilir - - - - -
Penai Hulu 1 - - - -
Penai Tengah - - - - -
Penai Hilir - - - - -

Rantau Selatan 2 2 2 2 2
Rantau Utara 4 3 4 4 3
Sumber: BPS

Jumlah rumah sakit di Kabupaten Labuhanbatu mengalami
penurunan dari tahun 2020 berjumlah 9 Rumah Sakit menjadi 5
Rumah Sakit pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan terdapatnya
rumah sakit yang sudah tutup atau tidak aktif hingga tahun 2024.
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu perlu memperhatikan akses
masyarakat terhadap layanan fasilitas kesehatan yang tersedia di
Kabupaten Labuhanbatu. Pemerintah daerah harus memastikan
bahwa infrastruktur pendukung, serta sarana dan prasarana

fasilitas kesehatan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa
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kecuali.

Jumlah Dokter Tahun 2020-2024 di Kabupaten Labuhanbatu
dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.28 Jumlah Dokter di Kabupaten Labuhanbatu

Kecamatan 2020 2021 2022 2023 2024
Bilah Hulu 18 14 16 17 21
Pangkatan 8 7 7 7 3
Bilah Barat 20 29 17 17 17
Bilah Hilir 7 6 6 5 12
Penai Hulu 4 4 2 2 4
Penai Tengah 3 3 3 2 7
Penai Hilir 5 3 3 3 7
Rantau Selatan 133 117 109 74 44
Rantau Utara 83 47 54 52 33
‘Labuhanbatu 281 230 217 179 148
“Sumber: BPS

Jumlah dokter di Kabupaten Labuhanbatu mengalami
penurunan dari tahun 2020 sebanyak 281 Dokter menjadi 148
Dokter di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa semakin
berkurangnya jumlah dokter yang berada di Kabupaten
Labuhanbatu. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap wilayah
memiliki jumlah dokter dan tenaga kesehatan yang mencukupi
kebutuhan sesuai dengan standar yang berlaku.

Capaian kinerja kesehatan di Kabupaten Labuhanbatu dapat

dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.29 Capaian Kinerja Kesehatan

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024
Angkg Kemgtlan Ibu (per 100.000 34,85 110,60 91,44 56,49 N/A
kelahiran hidup)

Cakupan penemuan dan pengobatan

kasus Tuberkulosis (treatment 42,39 37,06 37,37 44,22 N/A
coverage) (%)

Angka keberhasilan pengobatan

Tuberkulosis (treatment success rate) 97,13 86,32 90,60 89,40 N/A
(%0)

Sumber: Dinas Kesehatan dan BPJS

Angka Kematian Ibu menurun dari 34,85 per 100.000 KH pada
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tahun 2020 menjadi 56,49 per 100.000 KH pada tahun 2023. Hal ini
mengindikasikan bahwa masih kurangnya pelayanan kesehatan ibu
sehingga perlu didukung oleh ketersediaan peralatan kesehatan
dalam membantu persalinan ibu melahirkan. Kemudian, prevalensi
stunting di Kabupaten Labuhanbatu juga menurun dari 27 persen
pada tahun 2021 menjadi 20,20 persen pada tahun 2023. Hal ini
menandakan bahwa terlaksananya program pemerintah dalam
meningkatkan pemenuhan gizi balita dan kesadaran orang tua
untuk memberikan gizi yang baik kepada anaknya. Cakupan
penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage)
meningkat dari 42,39 persen pada tahun 2020 menjadi 44,22 persen
pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa belum optimalnya
penanganan kasus TBC. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi
pemerintah untuk menyediakan dan mengatasi permasalahan TBC,
selain itu berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa Angka
keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)
menurun dari 97,13 persen pada tahun 2020 menjadi 89,40 persen
pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan bahwa pengobatan
medis yang dilakukan untuk mengatasi TBC semakin kurang efektif
dalam mengobati pasien TBC. Maka dari itu, perlu upaya untuk
menyediakan peralatan dokter dan penyediaan obat yang ampuh

untuk mengobati masyarakat yang terdampak kasus TBC.

C Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi
berbagai kegiatan terkait infrastruktur dan pengaturan tata kota. Di
dalamnya termasuk pembangunan jalan, jembatan, transportasi
umum, sistem drainase, pengelolaan air, dan penataan ruang
perkotaan  serta  pedesaan. Pekerjaan umum = mencakup
pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan infrastruktur fisik yang
diperlukan untuk kehidupan sehari-hari, seperti jalan raya,

jembatan, dan saluran air. Sementara itu, penataan ruang berkaitan
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dengan perencanaan tata kota yang mencakup zonasi, penggunaan

lahan, regulasi bangunan, dan pengembangan wilayah.

Tabel 2.30 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024
Jalan dalam Kondisi Baik (%) 42,26 45,00 42,34 54,16 49,54
Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik N/A N/A
(%)
Akses Rumah Tangga terhadap Air
Minum Layak (%)
Akses Rumah Tangga terhadap
Sanitas Layak (%)

N/A 13,25  N/A
90,37 94,34 9368 91,88 N/A

79,06 81,50 80,36 84,79 88,70

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pekerjaan umum dan penataan ruang memiliki beberapa
indikator meliputi persentase jalan dalam kondisi baik, persentase
saluran irigasi dalam kondisi baik, konsumsi listrik per kapita serta
kapasitas air baku. Jalan dalam kondisi baik di Kabupaten
Labuhanbatu cenderung meningkat dari tahun 2020 sebesar 42,26
persen menjadi 54,16 persen pada tahun 2023, namun menurun
pada tahun 2024 menjadi 49,54 persen. Hal ini menunjukkan bahwa
perawatan dan perbaikan jalan telah terimplementasi dengan baik
sehingga meningkatkan panjang jalan dengan kondisi baik, namun
penurunan rasio jalan dalam kondisi baik di tahun 2024 perlu
menjadi perhatian pemerintah agar terus melakukan perbaikan dan
perawatan jalan secara berkelanjutan. Persentase saluran irigasi
dalam kondisi baik di Kabupaten Labuhanbatu sebesar 13,25 persen
pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak
perbaikan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu agar air terdistribusi dengan baik untuk aktivitas
pertanian di Kabupaten Labuhanbatu.

Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum Layak
mengalami peningkatan dari 90,37 persen pada tahun 2020 menjadi
94,34 persen pada tahun 2021, lalu menurun hingga tahun 2023
menjadi 91,88 persen. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari 90

persen rumah tangga memiliki akses air minum layak di Kabupaten
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Labuhanbatu. Namun, yang menjadi perhatian adalah sisa rumah
tangga yang tidak memiliki akses air minum layak. Maka dari itu,
pemerintah Kabupaten Labuhanbatu perlu mengidentifikasi rumah
tangga mana yang belum memperoleh akses tersebut serta mencari
tahu apa yang menjadi permasalahanya. Sementara, Akses Rumah
Tangga terhadap Konsumsi Sanitasi Layak mengalami peningkatan
dari 79,06 persen pada tahun 2020 menjadi 88,70 persen pada tahun
2024. Pemerintah perlu meningkatkan akses masyarakat terhadap
sanitasi layak melalui pembangunan sanitasi kepada seluruh rumah

tangga yang belum memperoleh akses.

D Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
melibatkan upaya pemerintah untuk menyediakan hunian yang
layak, terjangkau, dan sesuai dengan standar kesehatan dan
keamanan bagi seluruh lapisan masyarakat. Perumahan rakyat dan
kawasan permukiman adalah aspek penting dalam perkembangan
dan kualitas kehidupan suatu masyarakat. Aspek ini meliputi
berbagai hal terkait dengan tempat tinggal, penyediaan perumahan
yang terjangkau, aman, dan nyaman, serta pengembangan kawasan

permukiman yang berkelanjutan.

Tabel 2.31 Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024
Persentase Rumah Layak 66,20 70,78 66,45 69,71 N/A
Huni (%)

Persentase Luas Kawasan
Kumuh (%) N/A N/A N/A N/A N/A

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rumah Layak Huni adalah tempat tinggal yang memenuhi
standar kebutuhan dasar manusia, melampaui sekadar konstruksi
fisik dan mencakup dimensi kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan
martabat penghuninya. Bukan sekadar bangunan, rumah layak huni

merepresentasikan ruang hidup yang memberikan perlindungan,
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kesehatan, dan pengembangan potensi individu serta keluarga.
Kriteria utamanya meliputi struktur bangunan yang kuat dan tahan
bencana, memiliki akses air bersih dan sanitasi yang memadai,
ventilasi udara yang sehat, pencahayaan alami yang cukup, serta luas
ruang yang proporsional untuk setiap penghuninya. Secara sosial,
rumah layak huni juga harus memberikan privasi, akses ke fasilitas
umum, dan berada di lingkungan yang aman dari bencana, serta
dekat dengan sarana pendidikan dan kesehatan Persentase Rumah
Layak Huni berfluktuasi dari 66,20 persen pada tahun 2020 menjadi
09,71 persen pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa masih
banyaknya tempat tinggal yang belum layak untuk ditinggali oleh
masyarakat Kabupaten Labuhanbatu. Pemerintah perlu menguatkan
program terkait rehabilitasi rumah tidak layak huni agar memberikan
tempat tinggal yang layak kepada masyarakat sehingga meningkatkan

keamanan dan kenyamanan masyarakat untuk bertempat tinggal.

E Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan
Masyarakat

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan
Masyarakat merupakan tanggung jawab penting pemerintah untuk
memastikan keamanan dan kenyamanan hidup bagi seluruh

masyarakat.

Tabel 2.32 Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban
Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024

Proporsi Penduduk yang Merasa
Aman Berjalan Sendirian di 75,00 77,00 79,00 80,00 N/A
Area Tempat Tinggalnya (%)

Persentase Kasus Narkoba (%) N/A N/A N/A 64,95 N/A

Persentase Ormas yang Dibina

) N/A  N/A N/A 400 N/A

Sumber: Kesbangpol, Satpol PP
Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di

Area Tempat Tinggalnya merupakan ukuran yang menilai keamanan
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masyarakat ketika berjalan sendiri di area atau lingkungan tempat
tinggalnya. Pada tahun 2023 sebanyak 80 persen penduduk merasa
aman ketika berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Persentase
kasus narkoba pada tahunb 2023 sebesar 64,95 persen. Hal ini
menandakan bahwa sebagian besar kasus kriminad I Kabupaten
Labuhanbatu terkait narkoba. Pemerintah harus bekerjasama
dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan keamanan dan
kenyamanan masyarakat melalui penguatan dan pengawasan
terhadap jaringan sindikat narkoba agar menurunkan kasus
narkoba di Kabupaten Labuhanbatu. Persentase Ormas yang dibina
pada tahun 2023 sebesar 4,00 persen, hal ini menunjukkan bahwa
masih banyak Ormas yang belum mendapatkan pembinaan di
Kabupaten Labuhanbatu. Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi
HAM merupakan persentase yang mengukur ketercapaian program
atau aksi yang berkaitan dengan HAM di Kabupaten Labuhanbatu.
Pada tahun 2022, persentase capaian pelaksanaan aksi HAM sebesar

47,33 persen meningkat pada tahun 2023 mencapai 80,97 persen.

F Sosial

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terkhusus
yang kurang mampu maka pemerintah menerapkan berbagai
program perlindungan sosial. Pemerintah berupaya untuk
meningkatkan akses masyarakat untuk merasakan seluruh
pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Capaian kinerja

perlindungan sosial sebagai berikut:

Tabel 2.33 Capaian Kinerja Urusan Sosial

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024
Indeks Kesejahteraan Sosial (Poin) N/A N/A N/A N/A N/A
Persentase disabilitas bekerja di
sektor formal (%) N/A N/A N/A 0,003 N/A
PMKS yang memperoleh bantuan

sosial (%) N/A 36,33 38,66 40,08 N/A

Sumber: Dinas Tenaga Kerja & BPJS Ketenagakerjaan

Persentase disabilitas bekerja di sektor formal di Kabupaten
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Labuhanbatu pada tahun 2023 sebesar 0,003 persen. Hal ini
menunjukkan bahwa masih minimnya proporsi disabilitas yang
bekerja pada sektor formal dari seluruh angkatan kerja yang
tergolong disabilitas. PMKS yang memperoleh bantuan sosial
meningkat dari 36,33 persen pada tahun 2021 menjadi 40,08 persen
pada tahun 2023. Capaian ini masih menunjukkan bahwa masih
banyaknya PMKS yang belum memperoleh bantuan sosial sehingga
ke depannya pemerintah perlu mengidentifikasi dan mengatasi
permasalahan terkait penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat

yang membutuhkan.

2.4.5 Layanan Urusan Wajib Non Dasar

Layanan urusan wajib non dasar merupakan konstruksi
sistemik pelayanan publik yang melampaui kebutuhan fundamental.
Konsep ini mengintegrasikan instrumen pelayanan yang bersifat
pengembangan dan pemberdayaan di luar layanan dasar esensial,
mencakup aspek-aspek strategis yang mendorong akselerasi
pembangunan sosial, peningkatan kapasitas masyarakat, dan

penciptaan ekosistem inovasi berkelanjutan.

A Tenaga Kerja

Urusan tenaga kerja meliputi berbagai aspek yang berkaitan
dengan pengelolaan tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja,
perlindungan hak-hak pekerja, serta pengembangan sumber daya

manusia.

Tabel 2.34 Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024
Rasio Lulusan Perguruan Tinggi (%) 12,27 14,12 11,12 10,49 11,48

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, BPS (diolah, 2024)

Rasio lulusan Perguruan Tinggi cenderung menurun dari 12,27

persen pada tahun 2020 menjadi 11,48 persen pada tahun 2024.
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Penurunan ini menandakan bahwa semakin berkurangnya minat
masyarakat untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini
juga dapat disebabkan oleh banyaknya masyarakat berpendidikan

tinggi yang migrasi ke luar daerah.

B Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan
upaya untuk meningkatkan posisi, hak, dan kesejahteraan
perempuan serta memberikan perlindungan kepada anak-anak dari
segala bentuk eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi. Kedua isu ini
sering dihubungkan karena perempuan dan anak-anak seringkali
berada dalam posisi yang rentan dan dapat menjadi korban berbagai
bentuk ketidaksetaraan dan kekerasan. Capaian indikator kinerja
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat

pada tabel berikut:

Tabel 2.35 Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024
TPAK Perempuan (%) 47,32 43,06 43,73 44,53 47,66
Eggienl;s Perlindungan Khusus Anak N/A 68.85 69,68 76,70 N/A
Jumlah kasus KDRT (kasus) 15 3 3 27 N/A
Sumber: BPS & Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan
cenderung meningkat dari 47,32 persen pada tahun 2020 menjadi
44,66 persen pada tahun 2024. TPAK Perempuan merupakan
perbandingan antara penduduk perempuan yang bekerja dan
menganggur/sedang mencari kerja dibandingkan seluruh penduduk
perempuan usia produktif. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa
semakin sedikitnya perempuan yang termasuk bukan angkatan kerja
karena memilih mengurus rumah tangga atau melanjutkan
pendidikan yang lebih tinggi. Indeks Perlindungan Khusus Anak
(IPKA) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai dan
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memantau tingkat perlindungan anak-anak yang membutuhkan
perhatian khusus. IPKA meningkat dari 68,85 poin pada tahun 2021
menjadi 76,70 poin pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan
bahwa regulasi dan kebijakan terkait perlindungan terhadap anak
berkebutuhan khusus semakin banyak dibentuk sehingga setiap
anak rentan (disabilitas, terlantar, dan sebagainya) dapat terlindungi
dari aktivitas perundungan, diskriminasi, dan sejenisnya. Jumlah
kasus KDRT pada Kabupaten Labuhanbatu cenderung meningkat
dari 15 kasus pada tahun 2020 menjadi 27 kasus pada tahun 2023.
Hal ini menunjukkan bahwa semakin kurang harmonisnya keluarga
yang terdapat pada Kabupaten Labuhanbatu. Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu perlu mengupayakan untuk menurunkan kasus
tersebut melalui pembinaan keluarga sebelum menikah atau pun
edukasi  parenting, serta  menyediakan layanan  khusus
permasalahan rumah tangga agar setiap masyarakat lebih harmonis

dalam berumah tangga.

C Pangan

Urusan pangan melibatkan berbagai aspek penting yang
berkaitan dengan produksi, distribusi, keamanan, dan ketersediaan
pangan bagi masyarakat. Aspek ini meliputi beberapa bidang utama
yang harus dikelola oleh pemerintah untuk memastikan ketahanan

pangan dan gizi yang baik bagi seluruh masyarakat.

Tabel 2.36 Capaian Kinerja Urusan Pangan

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024

Skor Pola Pangan

Harapan (Poin) N/A 71,30 81,10 85,00 N/A

Ketersediaan Pangan

84.292,74 72.104,00 59.458,56 62.093,22 N/A
Utama (Ton)

Sumber: Dinas Pangan
Skor pola pangan harapan merupakan suatu metode yang
digunakan untuk mengukur jumlah dan komposisi atau

ketersediaan pangan di Kabupaten Labuhanbatu. Skor PPH
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meningkat dari 71,30 poin pada tahun 2021 menjadi 85,00 poin
pada tahun 2023. Peningkatan Skor PPH menandakan bahwa pola
konsumsi pangan masyarakat menjadi lebih beragam dan seimbang,
artinya masyarakat semakin tidak bergantung pada satu jenis
makanan saja. Ketersediaan pangan utama adalah kondisi
tersedianya pangan dari hasil produksi dan juga impor yang diterima
di Kabupaten Labuhanbatu. Ketersediaan pangan utama cenderung
menurun dari 84.292,74 ton pada tahun 2020 menjadi 62.093,22
ton pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa semakin

berkurangnya supply pangan utama di Kabupaten Labuhanbatu

D Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kerangka yang menyediakan sumber
daya untuk kehidupan dan memberikan layanan ekosistem yang
vital, seperti penyediaan oksigen, penyaringan air dan
keanekaragaman hayati. Indikator yang menjadi fokus perhatian
pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam mengelola urusan
lingkungan hidup meliputi penanganan dan pengurangan sampah.
Capaian kinerja urusan Lingkungan hidup tahun 2019-2023 dapat
dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.37 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024
Indeks Kualitas Tutupan Lahan N/A 24,05 24,26 24,70 N/A
Indeks Kualitas Udara N/A 76,85 82,98 83,94 N/A
Indeks Kualitas Air N/A N/A N/A N/A N/A

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Indeks kualitas tutupan lahan mengalami peningkatan setiap
tahunnya pada tahun 2021 sebesar 24,05 meningkat menjadi 24,70
pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas tutupan
lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan
vegetasi non hutan sudah meningkat setiap tahunnya. Indeks
Kualitas Udara meningkat dari 76,85 poin pada tahun 2021 menjadi
83,94 poin pada tahun 2023. Indeks Kualitas Udara adalah ukuran
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yang digunakan untuk menilai polusi udara. Hal ini menandakan
bahwa semakin baiknya penanganan polusi udara di Kabupaten
Labuhanbatu. Indeks Kualitas Air merupakan metode yang
digunakan untuk mengetahui karakteristik mutu yang dibutuhkan

untuk pemanfaatan tertentu dari sumber-sumber air.

E Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyebaran penduduk di Kabupaten Labuhanbatu saat ini
masih belum merata. Dari 9 Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu,
Pada tahun 2023, Jumlah penduduk Labuhanbatu sebanyak
513.826 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 201 jiwa per km?2.

Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Rantau
Utara yaitu 99.982 jiwa dengan kepadatan 889 jiwa per km?2
sedangkan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Pangkatan
sebanyak 39.285 dengan kepadatan penduduk 111 jiwa per km?Z.
Kecamatan Rantau Selatan merupakan kecamatan yang paling padat
penduduknya dengan kepadatan penduduk 1.212 jiwa per km?2 dan
Kecamatan Panai Tengah merupakan Kecamatan dengan kepadatan
penduduk terkecil yaitu sebesar 89 jiwa per km?2.

Capaian kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil dapat dilihat seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.38 Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan
dan Pencatatan Sipil

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah penduduk yang 139.900 141.962 344.173 148.626 N/A
memiliki KK

Jumlah penduduk yang

memiliki akte perkawinan
Rasio penduduk memiliki KK 2,95 8,56 29,40 69,06 N/A
Jumlah penduduk yang
memiliki Akte Kelahiran
Jumlah Penduduk 504.876 499.982 508.024 513.826 N/A

Kepemilikan Akte Kelahiran
per 1.000 Penduduk 32,86 34,71 28,68 33,60 N/A

4.745 12.153 101.191 102.654 N/A

165.885 173.527 145.721 173.020 N/A

Sumber: SIPD Kabupaten Labuhanbatu

Jumlah penduduk yang memiliki KTP pada tahun 2023
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mencapai 95,72 persen. Dari seluruh jumlah penduduk yang
memiliki Kartu Keluarga di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2023,
tercatat jumlah penduduk yang memiliki akte perkawinan sebanyak
101.191 atau bertambah sebanyak 89.036 dari tahun 2023. Rasui
penduduk memiliki KK meningkat dari 19,17 persen menjadi 69,06
persen selama tahun 2020-2023.Kepemilikian akte kelahiran per
1000 penduduk adalah jumlah penduduk yang memiliki akte
kelahiran/jumlah penduduk x 1.000 jiwa. Rasio kepemilikan akte
kelahiran cenderung meningkat dari 31,71 per 1.000 jiwa menjadi

33,60 per 1.000 jiwa selama tahun 2020-2023.

F Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Labuhanbatu
dapat dilihat dari pelayanan pemerintah desa terhadap masyarakat
desa. Indikator yang dapat mencerminkan antara lain pengelolaan
kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Posyandu,
Organisasi Tingkat Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan
Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa. Capaian kinerja urusan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-2023 dapat dilihat

dalam tabel berikut:

Tabel 2.39 Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024
Indeks Desa Membangun 0,6524 0,6605 0,6748 0,6980 0,7072

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indeks desa membangun merupakan indikator yang mengukur
pembangunan desa melalui tiga indeks, yakni Indeks Ketahanan
Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks
Ketahanan Lingkungan (IKL). Indeks Desa Membangun Kabupaten
Labuhanbatu meningkat setiap tahunnya dari 0,6524 poin pada
tahun 2020 menjadi 0,7072 poin pada tahun 2024. Meskipun hingga
tahun 2024 masih dalam kategori berkembang, capaian pada tahun

2024 sudah mendekati kategori maju. Hal ini menunjukkan bahwa
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semakin baiknya upaya pemerintah dalam meningkatkan status
desanya. Persentase desa mandiri di Kabupaten Labuhanbatu pada
tahun 2023 sebesar 2,67 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih
minimnya desa yang berstatus mandiri mempunyai ketersediaan dan
akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi,
lingkungan aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah
baik. Namun, Indeks Desa Membangun tidak lagi digunakan pada
tahun 2025 dan digantikan dengan Indeks Desa.

G Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan
instrumen fundamental dalam manajemen pembangunan demografis
yang berkelanjutan. Pendekatan komprehensif ini tidak sekadar
berfokus pada pengaturan kuantitas penduduk, melainkan
menciptakan ekosistem pembangunan kualitas sumber daya

manusia yang holistik.

Tabel 2.40 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024

Total Fertility Rate (Rata-
Rata Anak Per Wanita)

Rasio Akseptor KB (%) 81,99 83,87 45,42 55,62 64,53

2,47 N/A 2,47 2,35 2,33

Sumber: BPS (Diolah, 2025)

Total Fertility Rate mengalami penurunan dari 2,47 pada
tahun 2020 menjadi 2,33 pada tahun 2024 . Hal ini menunjukkan
bahwa upaya pemerintah dalam menekan laju pertumbuhan
penduduk berjalan dengan baik. Sementara itu, rasio akseptor KB
mengalami penurunan dari 81,99 persen pada tahun 2020 menjadi
64,53 persen pada tahun 2024. Penurunan ini menandakan
penurunan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan program
KB. Meskipun demikian, jika dilihat berdasarkan jumlah pasangan
usia subur, jumlahnya mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal

ini menandakan bahwa adanya penurunan keinginan masyarakat
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untuk melangsungkan pernikahan atau berumah tangga.

H Perhubungan

Aspek pelayanan umum lainnya adalah bidang perhubungan.
Kinerja pelayanan bidang perhubungan di Kabupaten Labuhanbatu
antara lain peningkatan pengawasan jalan dan fasilitas sarana dan
prasarana perhubungan untuk meningkatkan perekonomian

masyarakat.

Tabel 2.41 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024
Rasio Konektivitas (%) N/A N/A N/A N/A N/A
‘(E’)Zl)’sentase kepemilikan KIR 100 100 100 100 N/A
Pemasangan rambu-rambu 0 0 0 0 N/A

(%)

Sumber: Dinas Perhubungan

Persentase kepemilikan KIR di Kabupaten Labuhanbatu
mengalami peningkatan untuk segi kuantitasnya sehingga sudah
semua memiliki KIR dari tahun 2020-2023. Hal ini menunjukkan
bahwa semakin meningkatnya jumlah angkutan umum dinas
perhubungan yang sudah lulus uji KIR. Pemasangan rambu-rambu
di Kabupaten Labuhanbatu masih belum dilakukan dari tahun
2020-2023. Hal ini menunjukkan belum adanya keseriusan dinas
perhubungan untuk melakukan pemasangan rambu-rambu. Rasio
panjang jalan per jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator
penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat
ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka
memberikan kemudahan / akses bagi seluruh masyarakat dalam
melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan

karakteristik fisik yang berbeda.

I Komunikasi dan Informatika

Bidang komunikasi dan informatika berperan penting untuk
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meningkatkan tata kelola pemerintahan serta memberikan akses

pelayanan terbaik untuk masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu.

Tabel 2.42 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024

Cakupan layanan

telekomunikasi (%) N/A N/A N/A N/A N/A

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

Cakupan layanan telekomunikasi merupakan persentase dari
luas cakupan telekomunikasi terhadap luas wilayah. Indikator ini
menggambarkan seberapa luas akses telekomunikasi dapat

dirasakan oleh masyarakat Labuhanbatu.

J Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi menjadi bagian dari struktur ekonomi yang berperan
dalam meningkatkan kesejahteraan warga terutama di kalangan
masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah, dan prinsip
kolaborasi menjadi landasan. Pentingnya peranan koperasi tecermin
dalam dukungannya terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah (UMKM). UMKM atau sektor usaha informal
merupakan bentuk ekonomi masyarakat yang mampu bertahan
ketika sektor ekonomi formal tidak mampu memberikan lapangan

pekerjaan. Capaian kinerja koperasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.43 Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan
Menengah

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024
Rasio Volume Usaha Koperasi

terhadap PDRB (%) N/A N/A N/A 0,28 N/A
Kontribusi UMKM terhadap PDRB N/A N/A N/A N/A
(%) N/A

Persentase Koperasi Aktif (%) 32,45 35,35 35,35 32,87 N/A
gZisentase Usaha Mikro dan Kecil N/A N/A N/A N/A N/A
Proporsi jumlah UKM non N/A N/A N/A 94,74 N/A

pertanian (%)

Sumber: Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian

Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau
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penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan
pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. Semakin
besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB,
merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap
perekonomian daerah tersebut. Rasio Volume Usaha Koperasi
terhadap PDRB pada tahun 2023 sebesar 0,28 persen. Hal ini
menandakan bahwa kontribusi koperasi terhadap perekonomian
masyarakat Kabupaten Labuhanbatu masih kecil. Persentase
Koperasi Aktif di Kabupaten Labuhanbatu mengalami fluktuasi
namun cenderung meningkat dari tahun 2020 sebesar 32,45 persen
menjadi 32,87 persen pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa
meningkatnya minat masyarakat terhadap koperasi di Kabupaten
Labuhanbatu. Pada tahun 2023 terdapat sebesar 94,74 persen UKM
yang bergerak di bidang pertanian.

K Penanaman Modal

Penanaman modal atau investasi adalah salah satu cara untuk
mempercepat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu
wilayah. Semakin mudah proses investasi, maka semakin banyak
kegiatan investasi yang dilakukan dan semakin tinggi pula
pendapatan yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Capaian kinerja
urusan penanaman modal tahun 2018-2023 dapat dilihat dalam

tabel berikut :

Tabel 2.44 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal

Indikator ‘ 2020 2021 2022 2023 2024

Persentase peningkatan

investasi (%) N/A N/A N/A N/A N/A
Jumlah investor PMDN berskala

nasional (Perusahaan) N/A N/A N/A N/A N/A
Jumlah investor PMA berskala N/A N/A N/A N/A N/A

nasional (Perusahaan)

Sumber: BPS (diolah, 2024)

Jumlah investor PMDN berskala nasional merupakan investor
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dalam negeri yang memberikan investasi modal di Kabupaten
Labuhanbatu. Jumlah investor PMA berskala nasional adalah
investor asing yang memberikan investasi modalnya di Kabupaten

Labuhanbatu.

L Kepemudaan dan Olahraga

Kepemudaan dan olahraga memiliki peran penting bagi
pembangunan  suatu  wilayah. Pemuda  berperan  dalam
pembangunan dan memberdayakan masyarakat di Kabupaten
Labuhanbatu, sementara olahraga menjadi suatu daya tarik
pariwisata dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Labuhanbatu.

Tabel 2.45 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Indikator ‘ 2020 2021 2022 2023 2024
Persentase Organisasi Pemuda yang
AKtif (%) 50 49 49 49 N/A
Persentase Wirausaha Muda (%) N/A N/A N/A N/A N/A

Cakupan Pelatih yang Besertifikasi

%) N/A N/A N/A N/A  N/A

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata

Persentase organisasi pemuda yang aktif adalah organisasi
yang membutuhkan sarana prasarana untuk generasi muda sebagai
cara mengaktualisasikan diri secara positif yang di sediakan oleh
pemerintah. Persentase wirausaha muda merupakan pemuda yang
bekerja menjadi wirausaha di Kabupaten Labuhanbatu. Cakupan
pelatih yang bersertifikasi merupakan pelatih cabang olahraga yang

ada di Kabupaten Labuhanbatu memiliki sertifikasi.

M Kebudayaan

Pemerintah harus hadir dalam upaya-upaya pembangunan di
bidang kebudayaan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan
pelestarian dan pengembangan kawasan cagar budaya, benda dan

situs yang terdapat di Kabupaten Labuhanbatu. Capaian kinerja
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urusan 96ebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.46 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024

Persentase Benda, Situs,
dan Kawasan Cagar
Budaya yang
dilestarikan (%)

N/A N/A N/A N/A N/A

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata

Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang
dilestarikan merupakan peninggalan budaya berupa benda, situs
ataupun kawasan yang harus dilestarikan untuk menjaga budaya di

Kabupaten Labuhanbatu.

N Perpustakaan

Penyelenggaraan wurusan perpustakaan bertujuan untuk
meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Dengan adanya
perpustakaan menjadikan sebuah sarana bagi masyarakat untuk
meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan. Perpustakaan
menjadi suatu akses informasi bagi masyarakat di Kabupaten
Labuhanbatu. Capaian kinerja urusan Perpustakaan dapat dilihat

pada tabel berikut:

Tabel 2.47 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024

Jumlah Pengunjung

Perpustakaan (Orang) 6.799 3.062 4.316 19.850 N/A

Jumlah Pustakawan,
Tenaga Teknis, dan Penilai
yang Memiliki Sertifikat
(Orang)

N/A N/A N/A N/A N/A

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip

Jumlah pengunjung perpustakaan di Labuhanbatu cenderung
mengalami sedikit penurunan dari tahun 2020 sebanyak 6.799 jiwa,
menurun hingga 3.062 jiwa pada tahun 2021, dan kembali
meningkat menjadi 19.850 jiwa pada tahun 2023. Hal ini

menunjukkan masih kurangnya minat masyarakat mengunjungi
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perpustakaan. umlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang
memiliki sertifikat merupakan banyaknya pustakawan, tenaga teknis

dan penilai yang memiliki sertifikat di Kabupaten Labuhanbatu.

(o) Kearsipan

Arsip adalah rekaman kegiatan dalam bentuk fisik dan non
fisik yang dibuat dan diterima oleh lembaga pemerintah. Tujuan
kearsipan adalah untuk menyimpan sumber informasi dan sebagai
alat pengawasan dalam perencanaan, perumusan kebijakan,
pengembangan dan berbagai hal. Capaian Indikator Urusan

Kearsipan sebagai berikut:

Tabel 2.48 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024

Persentase Perangkat Daerah yang

Mengelola Arsip secara Baku (%) 56,80 63,64 72,70 72,70 N/A

Sumber: SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2023.

Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku
di Kabupaten Labuhanbatu mengalami peningkatan dari tahun 2020
sebesar 56,80 persen menjadi sebesar 72,70 persen pada tahun
2023. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan penerapan
pengelolaan arsip secara baku di Kabupaten Labuhanbatu semakin
membaik. Namun ketersediaan SDM yang handal dan professional

perlu ditingkatkan lagi.

2.4.6 Urusan Pilihan

Urusan pilihan tidak sekadar sebagai mekanisme administratif,
melainkan sebagai filosofi pembangunan yang memberi ruang
otonomi daerah wuntuk mengeksplorasi, mengembangkan, dan
mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayahnya. Pendekatan
komprehensif ini mensyaratkan kemampuan pemerintah daerah
untuk melakukan pemetaan sistematis terhadap potensi strategis

wilayah, mengembangkan inovasi daerah, dan menciptakan
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pembangunan yang responsif terhadap karakteristik sosial, ekonomi,

budaya, dan geografis spesifik lokalitasnya.

A Pariwisata

Kabupaten Labuhanbatu memiliki destinasi wisata yang indah
dan berpotensi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi bagi daerah.
Pariwisata berkaitan erat dengan ketersediaan akomodasi
(penginapan, perhotelan, dan sejenisnya) dan sektor makan minum
(restoran, café dan sebagainya) karena sektor tersebut mendukung
daya tarik pariwisata sehingga kontribusi sektor pariwisata dapat
diukur menggunakan sektor penyediaan akomodasi dan makan
minum. Capaian kinerja urusan Pariwisata tahun 2019-2023 dapat

dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.49 Capaian Kinerja Pariwisata

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah Tamu Asing Hotel
Berbintang N/A N/A N/A N/A N/A

Jumlah Kunjungan Wisatawan

Nusantara (Orang) N/A N/A N/A N/A N/A
Jumlah Kunjungan Wisatawan

Mancanegara (Orang) N/A N/A N/A N/A N/A
Persentase PAD Sektor N/A N/A N/A N/A N/A

Pariwisata (%)

Sumber: BPS & Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata

Tamu asing Hotel Berbintang adalah jumlah tamu wisatawan
mancanegara yang menginap di hotel berbintang Kabupaten
Labuhanbatu. Semakin tinggi jumlah tamu wisatawan mancanegara
yang menginap di hotel berbintang maka akan meningkatkan devisa
dari sektor pariwisata. Persentase PAD sektor pariwisata merupakan
persentase pendapatan asli daerah Kabupaten Labuhanbatu yang
diperoleh  dari  sektor pariwisata. Pemerintah  Kabupaten
Labuhanbatu terus berupaya untuk menggali potensi dan
pengembangan wisata daerah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi

baru.
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B Kelautan dan Perikanan

Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu sektor strategis
dan potensial. Sektor ini tidak hanya mencakup kegiatan
penangkapan ikan di laut, tetapi juga meliputi budidaya perikanan
(akuakultur), pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi

kelautan, wisata bahari, serta jasa-jasa terkait kelautan.

Tabel 2.50 Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024
Nilai Tukar Nelayan (Poin) N/A N/A N/A N/A N/A
Propor31 PDRB Sub-Sektor 0,55 0,51 0,49 0,48 N/A
Perikanan

Produksi Perikanan (ton) 4.4435 1.611,4 6.772,4 9.316,0 9.634,5

S 7 4 5 7
Konsumsi Ikan/Kapita
(kg /kapita) N/A N/A N/A N/A N/A
Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu, & Dinas Kelautan dan Perikanan

Proporsi PDRB Subsektor perikanan pada tahun 2020 sebesar
0,55 persen menurun pada tahun 2023 menjadi 0,48 persen. Hal ini
menandakan bahwa semakin menurunnya kontribusi sektor
perikanan terhadap perekonomian Kabupaten Labuhanbatu.
Produksi ikan di Kabupaten Labuhanbatu cenderung mengalami
peningkatan dari tahun 2020 sebanyak 4.443,55 ton meningkat
menjadi sebanyak 9.634,57 ton pada tahun 2024. Hal ini
menunjukkan bahwa meningkatnya produksi perikanan yang
dihasilkan oleh nelayan di Kabupaten Labuhanbatu. Peningkatan
produksi komoditas baik pertanian, mau pun perikanan harus
dimanfaatkan dengan baik oleh Kabupaten Labuhanbatu karena
komoditas tersebut merupakan sumber pangan masyarakat dan
dapat diolah menjadi produk yang bernilai tambah untuk

meningkatkan perekonomian rakyat.

C Pertanian

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah pondasi penting

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu II - 99



Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2026

bagi ketahanan pangan dan ekonomi suatu wilayah karena
menyediakan kebutuhan pokok atau kebutuhan primer bagi
kehidupan manusia. Sektor pertanian dan perkebunan tidak hanya
menyediakan makanan dan bahan mentah, tetapi juga menciptakan
lapangan kerja, mendukung perekonomian pedesaan dan
memelihara lingkungan alam. Selain potensi pertanian dan
kehutanan di Kabupaten Labuhanbatu juga memiliki potensi di
subsektor kelautan dan perikanan bisa dimanfaatkan secara optimal
sebagai sumber pendapatan, dan pemenuhan kebutuhan makanan
masyarakat. Capaian kinerja urusan Pertanian, Kehutanan dan

Perikanan tahun 2019-2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.51 Capaian Kinerja Urusan Pertanian

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024
Nilai Tukar Petani (Poin) N/A N/A N/A N/A N/A
Kontribusi Sektor
Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan terhadap
PDRB (%)
Tingkat produktivitas
tenaga kerja pada
lapangan usaha sektor 95,45 121,51 135,90 150,39 165,43
pertanian, kehutanan dan
perikanan (Rp juta/kapita)

24,43 25,86 26,99 27,96 29,48

Produksi Padi (ton) 60.930 72.553 94.098 103.489 N/A
Produksi Beras (ton) N/A N/A N/A N/A N/A
Konsumsi Beras/Kapita

(kg/kapita) N/A N/A N/A N/A N/A

Sumber: BPS (diolah, 2024 & Dinas Pertanian

Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan
terhadap PDRB mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun
2020 sebesar 24,43 persen menjadi 29,48 persen pada tahun 2023.
Hal ini menunjukkan bahwa tingginya potensi yang ada di sektor
pertanian, kehutanan dan perikanan, sehingga dapat memberikan
peningkatan kontribusi pada PDRB di Kabupaten Labuhanbatu
setiap tahunnya. Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan
usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami

penurunan setiap tahunnya dari tahun 2020 sebesar Rp 95,45 juta
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per kapita menjadi sebesar Rp 165,43 juta per kapita pada tahun
2024. Hal ini menunjukkan bahwa secara garis besar output yang
dihasilkan oleh setiap tenaga kerja pada sektor pertanian, kehutanan
dan perikanan mengalami penurunan yang cukup drastis dari tahun
ke tahun. Produksi padi di Kabupaten Labuhanbatu mengalami
peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2020 sebanyak 60.930 ton
meningkat menjadi sebanyak 103.488,70 ton pada tahun 2023. Hal
ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya produksi padi

didukung dengan peningkatan lahan di Kabupaten Labuhanbatu.

D Perdagangan

Perdagangan adalah suatu aktivitas menghasilkan ekonomi
yang berdaya saing berbasis potensi lokal dan pemberdayaan
masyarakat yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan kapasitas
pasar dan perdagangan dengan mengarahkan perhatian pada
peningkatan kontribusi di sektor perdagangan. Perdagangan dalam
hal ini diharapkan bukan hanya beraktivitas di ruang lingkup daerah
atau daerah sekitar namun juga mencapai aktivitas ekspor ke luar
negeri. Capaian kinerja urusan Perdagangan tahun 2019-2023 dapat

dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.52 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024
Persentase stabilitas dan
jumlah ketersediaan barang N/A N/A N/A 75 N/A
kebutuhan pokok (%)
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang
kebutuhan pokok pada tahun 2023 sebesar 75 persen. Hal ini
menunjukkan bahwa pada tahun 2023 barang kebutuhan pokok
relatif stabil dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah
Kabupaten Labuhanbatu terus melakukan pengawasan terkait

ketersediaan dan distribusi barang kebutuhan pokok di daerah. Hal

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu II-101



Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2026

ini dilakukan untuk menjaga kestabilan harga sehingga setiap

masyarakat dapat membeli dan mengonsumsinya secara merata.

E Perindustrian

Industri merupakan sektor ekonomi yang bergerak di bidang
pengolahan barang dari bahan mentah menjadi barang jadi. Sektor
ini berperan penting bagi kemajuan suatu daerah. Namun, untuk
meningkatkan peran sektor industri pengolahan maka diperlukan
ketersediaan sarana dan prasarana yang mumpuni untuk
mendukung pengembangan industri, serta tenaga kerja yang
terampil di bidang pengolahan.

Tabel 2.53 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian

Indikator ‘ 2020 2021 2022 2023 2024
Proporsi Jumlah IKM (%) N/A N/A N/A 0,98 N/A

Sumber: BPS & Dinas Perdagangan dan perindustrian

Saat ini aktivitas perekonomian di Kabupaten Labuhanbatu
masih bergantung pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.
Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung serta
ketersediaan tenaga kerja yang trampil menjadi hambatan bagi

sektor industri pengolahan.

2.4.7 Penunjang Pemerintah

Urusan penunjang pemerintah adalah aspek-aspek atau fungsi-
fungsi administratif dan operasional yang mendukung pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab utama pemerintah dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Fungsi-fungsi ini tidak langsung
berhubungan dengan pelayanan publik yang bersifat esensial, tetapi
sangat penting untuk memastikan bahwa semua proses dalam

penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan efisien dan efektif.

A Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan adalah proses yang melibatkan
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perumusan rencana strategis untuk pengembangan suatu wilayah
atau negara. Urusan ini meliputi identifikasi kebutuhan,
menetapkan tujuan, mengalokasikan sumber daya, dan menentukan
tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan pembangunan.

Capaian kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan sebagai berikut:

Tabel 2.54 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024
Indeks Perencanaan Pembangunan
Daerah (Poin)
Dokumen RPJPD yang telah ditetapkan
dengan Perda

Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan
dengan Perda/Perkada

N/A  N/A N/A N/A N/A
Ada Ada Ada Ada Ada

Ada Ada Ada Ada Ada

Dokumen RKPD yang telah ditetapkan
dengan Perkada

Dokumen RTRW yang telah ditetapkan
dengan Perda

Ada Ada Ada Ada Ada

Ada Ada Ada Ada Ada

Sumber: Bappeda

Berdasarkan  tabel tersebut, dokumen  perencanaan
pembangunan yang dimiliki oleh Kabupaten Labuhanbatu, meliputi
RPJPD, RPJMD, RKPD, dan RTRW sudah lengkap. Pemerintah
Kabupaten Labuhanbatu terus melakukan tanggungjawab dan
tugasnya dalam hal perencanaan agar pelaksanaan pembangunan
berjalan secara terstruktur sehingga mampu mempercepat

pembangunan daerah yang inklusif.

B Keuangan

Keuangan daerah merujuk kepada segala hal yang terkait
dengan pengolahan keuangan di tingkat pemerintahan daerah yang
mencakup pendapatan, pengeluaran, investasi dan perencanaan
keuangan untuk pembiayaan berbagi program dan pelayanan publik
di tingkat lokal. Capaian kinerja urusan Keuangan Daerah tahun

2020-2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.55 Capaian Kinerja Urusan Keuangan
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Indikator 2020 2021 2022 2023 2024
RoA BUMD (%) N/A -6,12 -3,05 N/A N/A
Opini BPK terhadap Laporan

Keuangan (Level) N/A WDP  WTP WTP N/A

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (diolah 2024)

RoA BUMD pada tahun 2021 hingga tahun 2022 bernilai
negatif. Dalam hal ini, BUMD yang dimiliki oleh Kabupaten
Labuhanbatu hanya satu badan usaha, yaitu Pudam Tirta Bina. Nilai
RoA negatif tersebut mengindikasikan bahwa BUMD Kabupaten
Labuhanbatu belum bisa menghasilkan keuntungan bersih hingga
tahun 2022. Hal ini menandakan bahwa kurang optimalnya
pemanfaatan aset yang dimiliki oleh BUMD dalam menghasilkan laba
bersih. Opini BPK terhadap keuangan merupakan pendapat dari BPK
tentang keuangan yang digunakan atas dasar pengeluaran
Kabupaten Labuhanbatu. Hasil evaluasi sejak tahun 2022-2023
menunjukkan nilai WTP, hal ini harus dipertahankan oleh

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

C Kepegawaian, serta Pendidikan dan Pelatihan

Kepegawaian merupakan aspek penting bai penyelenggaraan
pemerintah. Untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang
baik, maka diperlukan Sumber Daya Manusi yang berkualitas untuk
dapat bertanggung jawab denga tugasnya masin-masing dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah. Capaian indikator Urusan

Kepegawaian, serta pendidikan dan pelatihan sebagai berikut:

Tabel 2.56 Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian, serta
Pendidikan dan Pelatihan

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024
Indeks Profesionalitas ASN (Poin) N/A N/A N/A N/A N/A
Persentase ASN yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan formal N/A N/A N/A N/A N/A

(7o)

Persentase Pejabat ASN yang telah

mengikuti pendidikan dan N/A N/A N/A N/A N/A
pelatihan struktural (%)

Sumber: Dinas Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
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Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
formal merupakan ASN yang melanjutkan ataupun mengikuti
pelatihan formal. Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti
pendidikan dan pelatihan struktural merupakan para pejabat ASN
yang melanjutkan pendidikan ataupun mengikuti pelatihan

struktural semasa menjabat.

D Pengawasan

Pengawasan adalah proses memantau, mengevaluasi, dan
memastik<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>